
MENTERI PERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR PM 25 TAHUN 2022 

TENTANG
KELAIKAN PETI KEMAS DAN 

BERAT KOTOR PETI KEMAS TERVERIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pemenuhan persyaratan
kelaikan peti kemas dan keseragaman pelaksanaan berat 
kotor peti kemas terverifikasi, perlu dilakukan pengaturan 
kembali pelaksanaan kelaikan peti kemas dan berat kotor 
peti kemas dengan metode dan standar yang baku untuk 
menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran;

b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 
Tahun 2018 tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor 
Peti Kemas Terverifikasi, sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, 
sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Perhubungan tentang Kelaikan Peti Kemas dan 
Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi;

Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4849);

3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2019 tentang 
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 
68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 106);

4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang 
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
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5. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1989 tentang 
Pengesahan International Convention for Safe Containers 
(CSC) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 
Nomor 20);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 
2022 tentang Organisasi dan Tata Keija Kementerian 
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KELAIKAN

PETI KEMAS DAN BERAT KOTOR PETI KEMAS
TER VERI FI RASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1. Peti Kemas adalah bagian dari alat angkut yang 

berbentuk kotak serta terbuat dari bahan yang 
memenuhi syarat, bersifat permanen dan dapat dipakai 
berulang-ulang, yang memiliki pasangan sudut serta 
dirancang secara khusus untuk memudahkan angkutan 
barang dengan satu atau lebih moda transportasi, tanpa 
harus dilakukan pemuatan kembali.

2. Pengikat Sudut Peti Kemas (Corner Fitting) adalah
pengaturan lubang dan muka pada bagian atas dan/atau 
dasar Peti Kemas untuk tujuan penanganan
penumpukan dan/atau pengikatan.

3. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis 
tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga 
mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk 
kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di 
bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan 
terapung yang tidak berpindah-pindah.

4. Keselamatan Kapal adalah keadaan Kapal yang 
memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, 
permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan 
serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong 
dan radio, elektronik Kapal yang dibuktikan dengan 
sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

5. Muatan adalah berbagai barang, perangkat, barang 
dagangan, dan bagian dari setiap jenis apapun itu yang 
diangkut dalam Peti Kemas.

6. Peti Kemas Baru adalah Peti Kemas yang sedang atau 
barn diproduksi dan belum pemah digunakan sebagai 
alat angkut di Kapal.

7. Peti Kemas Lama adalah Peti Kemas yang telah 
dipergunakan dan belum mendapatkan persetujuan 
kelaikan Peti Kemas.

8. Pemilik Peti Kemas adalah orang perorangan atau badan 
usaha termasuk perwakilan pemilik atau pihak penyewa 
atau pihak pemberi jaminan atau pihak yang memiliki 
perjanjian dengan pemilik terhadap tanggung jawab dari 
persetujuan selama penanganan pergerakan Peti Kemas.
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9. Pabrik Pembuat Peti Kemas adalah badan usaha yang 
bergerak di bidang pembuatan Peti Kemas yang telah 
memperoleh izin usaha industri dari instansi yang 
berwenang.

10. Peti Kemas Type Design adalah Peti Kemas yang dibuat 
berdasarkan dengan persetujuan jenis desain.

11. Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC Safety Approvai Piate) 
adalah pelat persetujuan kelaikan Peti Kemas.

12. Tanda Tanggal Pemeriksaan Berikutnya (Next 
Examination Date/ NED) adalah tanda pada atau dekat 
Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC Safety Approvai Piate) 
yang menunjukkan tanggal maksimum pemeriksaan 
berikutnya.

13. Kemasan Peti Kemas adalah Peti Kemas yang dimuati 
atau diisi dengan bahan cair, gas, padat, paket barang 
Muatan termasuk palet, bantalan pelindung (dunnage), 
serta bahan kemasan dan pengaman lainnya.

14. Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross 
Mass/VGM) adalah jumlah keseluruhan berat kotor dari 
Kemasan Peti Kemas yang diperoleh melalui salah satu 
metode yang ditetapkan.

15. Pengirim Barang yang selanjutnya disebut Skipper adalah 
perorangan, badan usaha, atau badan hukum yang 
tercantum dalam dokumen pengangkutan barang (Bill of 
Lading atau Seaway Bill) atau dokumen pengangkutan 
barang multimoda yang setara (misalnya "through” Bill of 
Lading) sebagai pengirim dan/atau seorang (atau dalam 
nama atau atas nama) yang telah ditetapkan dalam 
kontrak pengangkutan oleh perusahaan angkutan laut 
nasional atau perusahaan angkutan laut asing.

16. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat 
Pemerintah yang mempunyai kualifìkasi dan keahlian di 
bidang Keselamatan Kapal yang diangkat oleh Menteri.

17. Surveyor adalah petugas yang memiliki keahlian untuk 
melakukan pemeriksaan dan pengujian peti kemas yang 
dibuktikan dengan sertifikat yang bertugas pada Badan 
Klasifikasi yang ditunjuk atau Badan Usaha yang 
ditunjuk.

18. Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi Kapal yang 
melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan 
permesinan Kapal, jaminan mutu material marine, 
pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan 
perombakan Kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi 
yang diberikan kewenangan oleh Menteri untuk 
melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan persetujuan 
kelaikan Peti Kemas.

19. Badan Usaha Pelabuhan adalah Badan Usaha yang 
kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan 
terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.

20. Badan Usaha adalah Badan Usaha yang melaksanakan 
pemeriksaan, pengujian, dan persetujuan kelaikan Peti 
Kemas.

21. Petugas Pengawas adalah petugas pemerintah yang 
secara fungsional melaksanakan pengawasan terhadap 
kelaikan Peti Kemas.
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22. Pengangkutan Peti Kemas Luar Negeri adalah
pengangkutan Peti Kemas melalui laut antara pelabuhan 
keberangkatan dan pelabuhan kedatangan pada 2 (dua) 
negara yang salah satunya merupakan negara anggota 
International Convention for Safe Containers (CSC) 1972.

23. Pengangkutan Peti Kemas Dalam Negeri adalah
pengangkutan Peti Kemas melalui laut antar pelabuhan 
atau terminal khusus di wilayah perairan Indonesia.

24. Pemuatan adalah kegiatan menaikkan dan menurunkan 
Muatan termasuk menyusun, menata dan memadatkan 
Muatan dalam ruang muat atau tempat yang diizinkan di 
atas Kapal.

25. Persetujuan Peti Kemas adalah proses pemeriksaan dan 
pengujian untuk kelaikan Peti Kemas oleh Direktur 
Jenderal, Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha, dalam 
rangka penerbitan persetujuan setelah dilakukan 
kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian oleh 
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau Surveyor.

26. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha, Badan Hukum 
Indonesia, atau Badan Usaha Pelabuhan.

27. Operator Terminal Peti Kemas adalah Badan Hukum 
Indonesia yang mengoperasikan terminal Peti Kemas 
berdasarkan kerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan.

28. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan 
yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan 
tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan 
terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang- 
undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan 
pelayaran.

29. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan,
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan,
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, 
dan Unit Penyelenggara Pelabuhan.

30. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut.

31. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan 
Laut.

32. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal
Kementerian Perhubungan.

33. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pelayaran.

BAB II
RUANG LINGKUP 

Pasal 2
Peraturan Menteri ini berlaku untuk:
a. Peti Kemas yang digunakan sebagai bagian dari alat 

angkut di Kapal yang digunakan untuk Pengangkutan 
Peti Kemas Luar Negeri; dan

b. Peti Kemas yang digunakan sebagai bagian dari alat 
angkut di Kapal yang digunakan untuk Pengangkutan 
Peti Kemas Dalam Negeri.
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BAB III
KELAIKAN PETI KEMAS

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 3
(1) Setiap Peti Kemas yang akan dibangun dan digunakan 

sebagai bagian dari alat angkut di Kapal wajib memenuhi 
persyaratan Kelaikan Peti Kemas.

(2) Kelaikan Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan terhadap:
a. Peti Kemas Barn; dan
b. Peti Kemas Lama.

(3) Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 
telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah negara 
lain anggota konvensi atau organisasi yang ditunjuk oleh 
pemerintah negara lain anggota konvensi, diakui sebagai 
Peti Kemas yang telah mendapat persetujuan dan tidak 
perlu diberikan Persetujuan Kelaikan Peti Kemas ulang.

(4) Persetujuan dari pemerintah negara lain anggota 
konvensi atau organisasi yang ditunjuk oleh pemerintah 
negara lain anggota konvensi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) berupa pemasangan Pelat Persetujuan 
Kelaikan (CSC Safety Approvai Piate) pada Peti Kemas 
yang digunakan sebagai alat angkut di atas Kapal.

Pasal 4
Kriteria Peti Kemas yang akan digunakan sebagai bagian dari
alat angkut di Kapal terdiri atas:
a. bersifat permanen dan kokoh sehingga dapat digunakan 

berulang kali;
b. dirancang khusus untuk memfasilitasi pengangkutan 

barang melalui 1 (satu) atau lebih moda transportasi 
tanpa Pemuatan ulang;

c. dirancang untuk diamankan dan/atau mudah ditangani, 
serta memiliki Pengikat Sudut Peti Kemas (Corner Fitting) 
untuk tujuan operasional; dan

d. memiliki ukuran luas yang ditutupi oleh 4 (empat) sudut 
bawah bagian luar yaitu paling rendah 14 m2 (empat 
belas meter persegi) atau setara dengan 150 ft2 (seratus 
lima puluh kaki persegi), atau paling rendah 7 m2 (tujuh 
meter persegi) atau setara dengan 75 ft2 (tujuh puluh 
lima kaki persegi), jika dipasang Pengikat Sudut Peti 
Kemas (Corner Fitting) pada bagian atas.

Bagian Kedua
Persyaratan Untuk Kelaikan Peti Kemas Barn

Pasal 5
(1) Kelaikan Peti Kemas Barn sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap:
a. Peti Kemas yang digunakan untuk Pengangkutan 

Peti Kemas Luar Negeri; dan
b. Peti Kemas yang digunakan untuk Pengangkutan 

Peti Kemas Dalam Negeri.
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(2) Kelaikan Peti Kemas Baru sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a wajib memenuhi persyaratan Kelaikan 
Peti Kemas sebagaimana diatur dalam International 
Convention for Safe Containers (CSC) 1972.

(3) Kelaikan Peti Kemas Baru sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) yang dibangun dan/atau diproduksi di luar 
negeri wajib mendapat Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC 
Safety Approvai Piate) oleh pemerintah negara anggota 
konvensi atau organisasi yang ditunjuk oleh pemerintah 
negara lain anggota konvensi.

(4) Kelaikan Peti Kemas Baru sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b yang dibangun dan/atau diproduksi di 
dalam negeri wajib mendapat Pelat Persetujuan Kelaikan 
(CSC Safety Approvai Piate) oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Persyaratan Untuk Kelaikan Peti Kemas Lama

Pasal 6
(1) Kelaikan Peti Kemas Lama sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
a. Peti Kemas Lama yang digunakan untuk

Pengangkutan Peti Kemas Luar Negeri; dan
b. Peti Kemas Lama yang digunakan untuk

Pengangkutan Peti Kemas Dalam Negeri.
(2) Peti Kemas Lama yang digunakan untuk Pengangkutan 

Peti Kemas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a wajib memenuhi persyaratan Kelaikan Peti 
Kemas sebagaimana diatur dalam International 
Convention for Safe Containers (CSC) 1972.

(3) Peti Kemas Lama yang digunakan untuk Pengangkutan 
Peti Kemas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a wajib mendapat Pelat Persetujuan Kelaikan 
(CSC Safety Approvai Piate) oleh pemerintah negara 
anggota konvensi atau organisasi yang ditunjuk oleh 
pemerintah negara lain anggota konvensi.

(4) Peti Kemas Lama yang digunakan untuk Pengangkutan 
Peti Kemas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b wajib mendapat Pelat Persetujuan 
Kelaikan (CSC Safety Approvai Piate) oleh Menteri.

BAB IV
PEMERIKSAAN, PENGUJIAN, DAN PERSETUJUAN KELAIKAN

PETI KEMAS

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 7
(1) Pemeriksaan, pengujian, dan persetujuan Kelaikan Peti 

Kemas dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan 
Kapal.

(2) Pemeriksaan, pengujian, dan persetujuan Kelaikan Peti 
Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan oleh Badan Klasifikasi atau Badan Usaha yang 
memperoleh penetapan dari Menteri.
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(3) Menteri mendelegasikan penetapan Badan Klasifikasi 
atau Badan Usaha untuk melaksanakan pemeriksaan, 
pengujian, dan persetujuan Kelaikan Peti Kemas kepada 
Direktur Jenderal.

(4) Pemeriksaan, pengujian, dan persetujuan Kelaikan Peti 
Kemas oleh Badan Klasifikasi atau Badan Usaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh 
Surveyor.

Pasal 8
(1) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau Surveyor 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat 
(4) harus memenuhi persyaratan:
a. memiliki pengalaman di bidang Kelaikan Peti Kemas; 

atau
b. lulus pendidikan dan pelatihan di bidang Kelaikan 

Peti Kemas dengan kompetensi yang setara,
yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

(2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang 
Kelaikan Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Perhubungan.

(3) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau Surveyor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melaksanakan 
pendidikan dan pelatihan dari Institute of International 
Container Lessors (IICL) atau institusi internasional 
lainnya di bidang Peti Kemas, diakui memiliki kompetensi 
di bidang Kelaikan Peti Kemas.

(4) Selain diselenggarakan oleh Badan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Perhubungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan di bidang Kelaikan Peti Kemas dapat dilakukan 
oleh lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya setelah 
mendapat persetujuan dari Menteri.

(5) Kurikulum penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di 
bidang Kelaikan Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan Badan Klasifikasi atau Badan Usaha 

Sebagai Pelaksana Pemeriksaan, Pengujian, dan 
Persetujuan Kelaikan Peti Kemas

Pasal 9
(1) Untuk mendapatkan penetapan melaksanakan 

pemeriksaan, pengujian, dan persetujuan Kelaikan Peti 
Kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), 
Badan Klasifikasi atau Badan Usaha mengajukan 
permohonan kepada Direktur Jenderal.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi 
kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu paling 
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima 
secara lengkap.
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(3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) Direktur Jenderal dapat melakukan peninjauan 
lapangan.

(4) Dalam melakukan peninjauan lapangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal membentuk 
tim teknis terpadu yang terdiri dari unsur Kantor Pusat 
Direktorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal.

(5) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) dituangkan dalam berita acara sesuai dengan format 
contoh 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini.

(6) Dalam hai berdasarkan hasil evaluasi kelengkapan 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum 
terpenuhi, Direktur Jenderal menyampaikan 
pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan dengan 
menggunakan format contoh 2 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(7) Pemohon harus menyampaikan kelengkapan persyaratan 
dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak 
diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) diterima.

(8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (7) 
Pemohon tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan, 
permohonan dianggap batal.

(9) Dalam hai berdasarkan evaluasi kelengkapan 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah 
terpenuhi, dalam jangka waktu 4 (empat) hari kerja 
Direktur Jenderal menerbitkan penetapan Badan 
Klasifikasi atau Badan Usaha sebagai pelaksana 
pemeriksaan, pengujian, dan persetujuan Kelaikan Peti 
Kemas dengan menggunakan format contoh 3 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini.

Pasal 10
(1) Penetapan pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, dan

persetujuan Kelaikan Peti Kemas kepada Badan 
Klasifikasi atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (9) berlaku selama 5 (lima) tahun dan 
dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun oleh 
Direktur Jenderal untuk memastikan masih
terpenuhinya persyaratan.

(2) Hasil evaluasi penetapan Badan Klasifikasi atau Badan 
Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan 
dalam berita acara evaluasi dan dilaporkan kepada 
Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan format 
contoh 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini.
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Pasal 11
Badan Klasifikasi atau Badan Usaha yang telah mendapat 
penetapan sebagai pelaksana pemeriksaan, pengujian, dan 
persetujuan Kelaikan Peti Kemas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (9) memiliki kewajiban:
a. melaksanakan pengawasan terhadap proses produksi 

Peti Kemas;
b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait 
lainnya;

c. menyampaikan laporan kegiatan setiap 6 (enam) bulan 
sekali kepada Direktur Jenderal yang paling sedikit 
memuat tentang:
1 . Pemilik Peti Kemas;
2. Pabrik Pembuat Peti Kemas;
3. Persetujuan Peti Kemas;
4. spesifikasi, gambar, dan perhitungan Peti 

dan
Kemas;

5. Peti Kemas yang tidak setujui atau 
persetujuannya;

dicabut

d. menyampaikan laporan secara tertulis disampaikan 
kepada Direktur Jenderal setiap terjadi perubahan 
persyaratan pada surat penetapan pelaksanaan 
pemeriksaan, pengujian, dan persetujuan Kelaikan Peti 
Kemas paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak 
terjadi perubahan; dan

e. menyiapkan data dan sistem informasi Kelaikan Peti 
Kemas yang dapat diakses langsung oleh Direktur 
Jenderal.

Pasal 12
Badan Klasifikasi atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 ayat (1) harus diinformasikan kepada 
Organisasi Maritim Intemasional (IMO) oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga
Persetujuan Kelaikan Peti Kemas Barn 

Pasal 13
Persetujuan Kelaikan Peti Kemas Baru sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan untuk:
a. Peti Kemas Type Design; dan
b. Peti Kemas individuai.

Paragraf 1
Tata Cara Persetujuan Kelaikan Peti Kemas Type Design

Pasal 14
(1) Persetujuan Kelaikan Peti Kemas Type Design 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a 
dilakukan melalui pemeriksaan dan pengujian beban 
yang berkenaan dengan kemampuan:
a. pengangkatan (lifting);
b. penumpukan (stacking);
c. beban terkonsentrasi (concentrateci loads);
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ci. kekakuan melintang (transverse racking);
e. pengekangan memanjang (longitudinal restraint);
f. dinding samping (side walls);
g. dinding ujung (end walls)] dan
h. operasi satu pintu keluar (one door off operation).

(2) Pemeriksaan dan pengujian Peti Kemas Type Design 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan 
sesuai dengan pedoman teknis pengujian beban dalam 
Peraturan Menteri ini, International Convention for Safe 
Containers (CSC) 1972 atau Standar ISO 1496.

(3) Pedoman teknis pengujian beban terhadap Peti Kemas 
Type Design sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini.

Pasal 15
(1) Setiap Peti Kemas Barn type design yang akan diproduksi 

wajib mendapatkan Persetujuan Kelaikan Peti Kemas 
Type Design.

(2) Untuk mendapatkan Persetujuan Kelaikan Peti Kemas 
Type Design sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pabrik 
Pembuat Peti Kemas mengajukan permohonan kepada 
Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha.

(3) Pabrik Pembuat Peti Kemas harus membuat surat 
pernyataan yang paling sedikit memuat:
a. pemeriksaan dan pengujian Peti Kemas Type Design 

akan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan 
Kapal atau Surveyor,

b. penyampaian informasi kepada Direktur Jenderal, 
Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha terhadap 
setiap perubahan Peti Kemas Type Design atau 
spesifikasi sebelum melekatkan Pelat Persetujuan 
Kelaikan (CSC Safety Approvai Piate)]

c. pemasangan Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC Safety 
Approvai Piate) hanya pada Peti Kemas Type Design 
yang disetujui; dan

d. catatan Peti Kemas yang telah dibuat berdasarkan 
Persetujuan Kelaikan Peti Kemas Type Design serta 
nomor identifikasi pembuat, tanggal pengiriman, 
nama, dan alamat dari konsumen Peti Kemas itu 
akan dikirimkan.

(4) Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha 
melakukan evaluasi kelengkapan persyaratan 
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 
jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak 
permohonan diterima secara lengkap terhadap 
pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan atau 
International Convention for Safe Containers (CSC) 1972.
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(5) Dalam hai berdasarkan hasil evaluasi kelengkapan 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum 
terpenuhi, Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau 
Badan Usaha menyampaikan pemberitahuan untuk 
melengkapi persyaratan dengan menggunakan format 
contoh 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini.

(6) Pabrik Pembuat Peti Kemas harus menyampaikan 
kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu 7 (tujuh) 
hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) diterima.

(7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (6) 
Pabrik Pembuat Peti Kemas tidak menyampaikan 
kelengkapan persyaratan, permohonan dianggap batal.

(8) Dalam hai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) terpenuhi, Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau 
Badan Usaha menyampaikan pemberitahuan kepada 
Pabrik Pembuat Peti Kemas untuk memulai produksi.

(9) Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menugaskan 
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau Surveyor 
untuk melakukan pengawasan selama proses pembuatan 
Peti Kemas Type Design sampai Peti Kemas Type Design 
siap untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

(10) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau Surveyor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus melakukan 
pemeriksaan atau pengujian unit sebanyak yang 
diperlukan pada setiap tahap selama proses produksi 
yang berkaitan dengan Peti Kemas Type Design.

(11) Pemeriksa Keselamatan Kapal atau Surveyor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menyampaikan 
laporan hasil pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian 
Peti Kemas Type Design kepada Direktur Jenderal, Badan 
Klasifikasi, atau Badan Usaha.

Pasal 16
(1) Laporan hasil pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian 

Peti Kemas Type Design sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 ayat (11) dilengkapi dengan gambar Peti Kemas 
dan spesifikasi desain dari tipe Peti Kemas.

(2) Tipe Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan jenis desain yang disahkan oleh Direktur 
Jenderal.

Pasal 17
(1) Berdasarkan laporan hasil pengawasan, pemeriksaan, 

dan pengujian Peti Kemas Type Design sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Direktur Jenderal, 
Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha menyampaikan 
surat persetujuan tertulis kepada Pabrik Pembuat Peti 
Kemas sesuai format contoh 6 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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(2) Pabrik Pembuat Peti Kemas yang telah memperoleh surat 
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
menyediakan dan melekatkan Pelat Persetujuan Kelaikan 
(CSC Safety Approvai Piate) pada setiap Peti Kemas Type 
Design.

(3) Pelekatan Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC Safety 
Approvai Piate) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
harus disaksikan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan 
Kapal atau Surveyor.

Pasal 18
(1) Dalam kondisi tertentu, penyediaan Pelat Persetujuan 

Kelaikan (CSC Safety Approvai Piate) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat dilakukan oleh 
Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha.

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi:
a. adanya pelaksanaan program nasional kelaikan Peti 

Kemas;
b. belum cukup tersedianya Pelat Persetujuan Kelaikan 

(CSC Safety Approvai Piate) dari Pabrik Pembuat Peti 
Kemas; atau

c. untuk keseragaman.

Pasal 19
Dalam hai terdapat perubahan gambar dan/atau spesifikasi 
desain pada permohonan Persetujuan Kelaikan Peti Kemas 
Type Design sebelum persetujuan dikeluarkan, Pabrik 
Pembuat Peti Kemas harus menyampaikan permohonan 
ulang kepada Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau 
Badan Usaha dengan melampirkan dokumen persyaratan 
Persetujuan Kelaikan Peti Kemas Type Design.

Paragraf 2
Tata Cara Persetujuan Kelaikan Peti Kemas Individuai

Pasal 20
(1) Persetujuan Kelaikan Peti Kemas individuai sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan melalui 
pemeriksaan dan pengujian beban yang berkenaan 
dengan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14 ayat (1).

(2) Pemeriksaan dan pengujian Peti Kemas individuai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan 
sesuai dengan persyaratan International Convention for 
Safe Containers (CSC) 1972 atau Standar ISO 1496.

(3) Pedoman teknis pengujian beban terhadap Peti Kemas 
individuai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini.

Pasal 21
(1) Setiap Peti Kemas Baru individuai yang akan diproduksi 

wajib mendapatkan Persetujuan Kelaikan Peti Kemas 
individuai.
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(2) Untuk mendapatkan Persetujuan Kelaikan Peti Kemas 
individuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pabrik 
Pembuat Peti Kemas mengajukan permohonan kepada 
Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha.

(3) Pabrik Pembuat Peti Kemas harus membuat surat 
pernyataan yang paling sedikit memuat:
a. pemeriksaan dan pengujian Peti Kemas individuai 

akan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan 
Kapal atau Surveyor,

b. penyampaian informasi kepada Direktur Jenderal, 
Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha terhadap 
setiap perubahan Peti Kemas individuai atau 
spesifikasi sebelum melekatkan Pelat Persetujuan 
Kelaikan (CSC Safety Approvai Piate)',

c. pemasangan Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC Safety 
Approvai Piate) hanya pada Peti Kemas individuai 
yang disetujui; dan

d. catatan Peti Kemas yang telah dibuat berdasarkan 
persetujuan kelaikan Peti Kemas individuai serta 
nomor identifikasi pembuat, tanggal pengiriman, 
nama, dan alamat dari konsumen Peti Kemas yang 
akan dikirimkan.

(4) Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha 
melakukan evaluasi kelengkapan persyaratan 
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 
jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak 
permohonan diterima secara lengkap terhadap 
pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan atau 
International Convention for Safe Containers (CSC) 1972.

(5) Dalam hai berdasarkan hasil evaluasi kelengkapan 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum 
terpenuhi, Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau 
Badan Usaha menyampaikan pemberitahuan untuk 
melengkapi persyaratan dengan menggunakan format 
contoh 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini.

(6) Pabrik Pembuat Peti Kemas harus menyampaikan 
kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu 7 (tujuh) 
hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) diterima.

(7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (6) 
Pabrik Pembuat Peti Kemas tidak menyampaikan 
kelengkapan persyaratan, permohonan dianggap batal.

(8) Dalam hai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) terpenuhi, Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau 
Badan Usaha menyampaikan kepada Pabrik Pembuat 
Peti Kemas untuk memulai produksi.

(9) Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menugaskan 
kepada Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau 
Surveyor untuk melakukan pengawasan selama proses 
pembuatan Peti Kemas individuai sampai Peti Kemas 
individuai siap untuk dilakukan pemeriksaan dan 
pengujian.



- 14-

(10) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau Surveyor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus memeriksa 
atau menguji unit Peti Kemas yang diproduksi yang 
berkaitan dengan Peti Kemas individuai.

(11) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau Surveyor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menyampaikan 
laporan hasil pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian 
Peti Kemas individuai kepada Direktur Jenderal, Badan 
Klasifikasi, atau Badan Usaha.

Pasal 22
(1) Laporan hasil pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian 

Peti Kemas individuai sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 ayat (11), dilengkapi dengan gambar Peti Kemas 
dan spesifikasi desain dari tipe Peti Kemas.

(2) Tipe Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan jenis desain yang disahkan oleh Direktur 
Jenderal.

Pasal 23
(1) Berdasarkan laporan hasil pengawasan, pemeriksaan, 

dan pengujian Peti Kemas individuai sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Direktur Jenderal, 
Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha menyampaikan 
surat persetujuan tertulis kepada Pabrik Pembuat Peti 
Kemas sesuai format contoh 8 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Pabrik Pembuat Peti Kemas yang telah memperoleh surat 
persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib menyediakan dan melekatkan Pelat Persetujuan 
Kelaikan (CSC Safety Approvai Piate) pada setiap Peti 
Kemas individuai.

(3) Pelekatan Pelat Persetujuan Kelaikan (Safety Approvai 
Piate) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
disaksikan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal 
atau Surveyor.

Pasal 24
(1) Dalam kondisi tertentu, penyediaan Pelat Persetujuan

Kelaikan (CSC Safety Approvai Piate) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (2) dapat dilakukan oleh Direktur
Jenderal, Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha.

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. adanya pelaksanaan program nasional kelaikan Peti 

Kemas;
b. belum cukup tersedianya Pelat Persetujuan Kelaikan 

(Safety Approvai Piate) dari Pabrik Pembuat Peti Kemas; 
atau

c. untuk keseragaman.
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Bagian Keempat
Persetujuan Kelaikan Peti Kemas Lama 

Paragraf1
Tata Cara Persetujuan Kelaikan Peti Kemas Lama

Pasal 25
Persetujuan Peti Kemas Lama dilakukan terhadap:
a. Peti Kemas Lama yang telah digunakan untuk 

mengangkut Muatan dan belum mendapat persetujuan 
Kelaikan Peti Kemas individuai; atau

b. Peti Kemas Lama yang sudah diproduksi dan belum 
mendapatkan persetujuan pada saat diproduksi oleh 
Pabrik Pembuat Peti Kemas.

Pasal 26
(1) Persetujuan Kelaikan Peti Kemas Lama sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan melalui pemeriksaan 
dan pengujian beban yang berkenaan dengan 
kemampuan:
a. pengangkatan (lifting)-,
b. penumpukan (stacking);
c. beban terkonsentrasi (concentrateci loads)-,
d. kekakuan melintang (transverse racking)\
e. pengekangan memanjang (longitudinal

restraint/ static test); dan
f. operasi satu pintu keluar (one door off operation).

(2) Pemeriksaan dan Pengujian Peti Kemas Lama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan 
sesuai dengan pedoman teknis pengujian beban terhadap 
Peti Kemas Lama dalam Peraturan Menteri ini, 
International Convention for Safe Containers (CSC) 1972 
atau Standar ISO 1496.

(3) Pedoman teknis pengujian beban terhadap Peti Kemas 
Lama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum 
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Dalam hai untuk mengetahui lebih lanjut terhadap 
kekedapan dan kekuatan konstruksi, selain uji beban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
dengan pengujian kekedapan las dan tidak merusak (Non 
Destructive Test/ NDT).

Paragraf 2
Peti Kemas yang Telah Digunakan 

Untuk Mengangkut Muatan dan Belum Mendapat Persetujuan 
Kelaikan Peti Kemas Individuai

Pasal 27
(1) Peti Kemas Lama yang telah digunakan untuk 

mengangkut Muatan dan belum mendapatkan 
persetujuan kelaikan Peti Kemas individuai, Pemilik Peti 
Kemas harus mengajukan permohonan beserta data dan 
informasi Peti kemas kepada Direktur Jenderal, Badan 
Klasifikasi, atau Badan Usaha.
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(2) Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha 
melakukan evaluasi terhadap data dan informasi Peti 
Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak 
permohonan diterima secara lengkap.

(3) Dalam hai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), telah memenuhi kesesuaian, Direktur Jenderal, 
Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha menyampaikan 
surat persetujuan tertulis kepada Pemilik Peti Kemas 
sesuai format contoh 9 tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini.

(4) Setelah menerima surat persetujuan tertulis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) Pemilik Peti Kemas wajib 
melekatkan Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC Safety 
Approvai Piate) dengan disaksikan oleh Pejabat Pemeriksa 
Keselamatan Kapal atau Surveyor.

(5) Dalam hai Peti Kemas Lama tidak dapat memenuhi data 
dan informasi Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) untuk memperoleh Pelat Persetujuan Kelaikan 
(CSC Safety Approvai Piate), dilakukan pemeriksaan dan 
pengujian sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan 
Menteri ini atau International Convention for Safe 
Containers (CSC) 1972.

Paragraf 3
Peti Kemas yang Sudah Diproduksi dan Belum Mendapatkan 

Persetujuan Pada Saat Diproduksi oleh Pabrik Pembuat
Peti Kemas

Pasal 28

(1) Peti Kemas yang sudah diproduksi dan belum 
mendapatkan persetujuan saat diproduksi oleh Pabrik 
Pembuat Peti Kemas, Pemilik Peti Kemas harus 
mengajukan permohonan beserta data dan informasi Peti 
Kemas kepada Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau 
Badan Usaha.

(2) Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha 
melakukan evaluasi terhadap data dan informasi Peti 
Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) telah memenuhi kesesuaian, Direktur Jenderal, 
Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha menyampaikan 
surat persetujuan tertulis kepada Pemilik Peti Kemas 
sesuai format contoh 10 tercantum dalam Lampiran I 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini.

(4) Setelah menerima surat persetujuan tertulis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) Pemilik Peti Kemas wajib untuk 
melekatkan Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC Safety 
Approvai Piate) dengan disaksikan oleh Pejabat Pemeriksa 
Keselamatan Kapal atau Surveyor.
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(5) Dalam hai Peti Kemas Lama tidak dapat memenuhi data 
dan informasi Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), untuk memperoleh Pelat Persetujuan Kelaikan 
(CSC Safety Approvai Piate), dilakukan pemeriksaan dan 
pengujian sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan 
Menteri ini atau International Convention for Safe 
Containers (CSC) 1972.

Bagian Kelima 
Pemeliharaan Peti Kemas

Paragraf 1 
Umum

Pasal 29
(1) Pemilik Peti Kemas wajib melakukan pemeliharaan agar 

tetap memenuhi persyaratan Kelaikan Peti Kemas.
(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui:
a. program pemeriksaan berkelanjutan yang disetujui 

(approved continuous examination programme/ACEP);
b. skema pemeriksaan berkala (periodic examination 

scheme/ PES);
c. skema pemeriksaan sewaktu-waktu berdasarkan 

standar internasional (Institute of International 
Container Lessors/ IICL); atau

d. skema pemeriksaan sesuai standar ISO terkait Peti 
Kemas.

(3) Pemeliharaan Peti Kemas dengan Skema Program 
Pemeriksaan Berkelanjutan Yang Disetujui (Approved 
Continuous Examination Programme/ACEP) dan Skema 
Pemeriksaan Berkala (Periodic Examination Scheme/ PES) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b 
digunakan untuk Pengangkutan Peti Kemas Luar Negeri.

(4) Pemeliharaan Peti Kemas dengan Skema Program
Pemeriksaan Berkelanjutan Yang Disetujui (Approved 
Continuous Examination Programme / ACEP), Skema
Pemeriksaan Berkala (Periodic Examination Scheme/PES), 
standar The Institute of International Container Lessors 
(IICL), atau skema pemeriksaan sesuai standar ISO yang 
terkait Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat digunakan untuk Pengangkutan Peti Kemas Dalam 
Negeri.

Paragraf 2
Program Pemeriksaan Berkelanjutan Yang Disetujui (Approved 

Continuous Examination Programme/ ACEP)

Pasal 30
(1) Program pemeriksaan berkelanjutan yang disetujui 

(approved continuous examination programme / ACEP) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a 
dilakukan oleh Pemilik Peti Kemas dengan ketentuan 
sebagai berikut:
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a. memastikan Peti Kemas telah diperiksa secara 
berkala dan pemeriksaan yang dilakukan untuk 
menentukan Peti Kemas memiliki cacat atau 
ketidaksesuaian;

b. memasang tanda yang menunjukkan abjad program 
pemeriksaan berkelanjutan yang disetujui (approved 
continuous examination programme/ ACEP) dan 
identifikasi negara yang telah memberikan program 
Persetujuan Peti Kemas pada jarak sedekat mungkin 
dengan Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC Safety 
Approvai Piate)',

c. melakukan pemeriksaan tambahan yang dilakukan 
dalam hai adanya perbaikan besar, perombakan, 
atau penyewaan / pertukaran sewa; dan

d. mengajukan program pemeriksaan berkelanjutan 
yang disetujui (approved continuous examination 
programme/ACEP) kepada Direktur Jenderal untuk 
memperoleh persetujuan.

(2) Pemeriksaan untuk pemeliharaan Peti Kemas melalui 
program pemeriksaan berkelanjutan yang disetujui 
(approved continuous examination programme/ACEP) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan bahwa

setiap bagian yang mengalami defisiensi atau 
ketidaksesuaian komponen Peti Kemas telah 
diperbaiki atau diganti sehubungan dengan adanya 
perbaikan besar, perombakan, atau
penyewaan/pertukaran sewa; dan

b. pemeriksaan operasi rutin dengan memeriksa 
defisiensi, ketidaksesuaian komponen Peti Kemas, 
atau kerusakan yang memerlukan perbaikan pada 
bagian eksterior secara visual dan bagian bawah Peti 
Kemas.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dan 
pengalaman di bidang perbaikan Peti Kemas yang 
ditunjuk oleh Pemilik Peti Kemas.

(4) Dalam hai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditemukan defisiensi atau ketidaksesuaian 
komponen Peti Kemas dapat dilakukan pemeriksaan yang 
lebih detail.

(5) Pemeriksaan Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan paling sedikit sekali dalam 30 (tiga 
puluh) bulan.

(6) Program pemeriksaan berkelanjutan yang disetujui 
(approved continuous examination programme/ ACEP) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi 
setiap 10 (sepuluh) tahun dan dilakukan audit setiap 5 
(lima) tahun.

(7) Evaluasi dan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
dilaksanakan oleh Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, 
atau Badan Usaha.

(8) Program pemeriksaan berkelanjutan yang disetujui 
(approved continuous examination programme/ ACEP) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.
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Paragraf 3
Skema Pemeriksaan Berkala 

(Periodic Examination Scheme/PES)

Pasal 31
(1) Skema pemeriksaan berkala (periodic examination 

scheme/PES) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 
ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemilik Peti Kemas 
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. memastikan Peti Kemas telah diperiksa secara 

berkala;
b. tanggal, bulan, dan tahun sebelum Peti Kemas Baru 

dilakukan pemeriksaan pertama harus ditandai 
pada Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC Safety 
Approvai Piate)-, dan

c. tanggal, bulan, dan tahun sebelum Peti Kemas Baru 
dilakukan pemeriksaan ulang harus jelas ditandai 
pada Peti Kemas atau prosedur pemeriksaan 
tertentu yang telah disahkan.

(2) Pemeriksaan untuk pemeliharaan Peti Kemas melalui 
skema pemeriksaan berkala (periodic examination 
scheme/ PES) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi:
a. pemeriksaan menyeluruh terhadap defisiensi atau 

ketidaksesuaian komponen Peti Kemas yang terkait 
dengan keselamatan lainnya atau kerusakan yang 
akan membuat Peti Kemas tidak aman;

b. pemeriksaan pada bagian interior, bagian bawah, 
dan struktur rangka pendukung Peti Kemas harus 
diperiksa dengan baik; dan

c. Peti Kemas dapat diangkat menggunakan alat 
pendukung untuk memudahkan pemeriksaan.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dan 
pengalaman di bidang perbaikan Peti Kemas yang 
ditunjuk oleh Pemilik Peti Kemas.

(4) Dalam hai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) ditemukan defisiensi atau ketidaksesuaian 
komponen Peti Kemas dilakukan pemeriksaan yang lebih 
detail.

(5) Pemeriksaan Peti Kemas pertama dilakukan paling lama 
5 (lima) tahun dari tanggal tahun pembuatan.

(6) Setelah pemeriksaan Peti Kemas pertama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) dilakukan pemeriksaan lanjutan 
paling lama setiap 30 (tiga puluh) bulan.
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Pasal 32
(1) Peti Kemas yang diperiksa dengan skema pemeriksaan

berkala (periodic examination scheme/PES) dan diberi 
Tanda Tanggal Pemeriksaan Berikutnya (Next 
Examination Date/NED) tetapi dioperasikan oleh penyewa 
dengan skema program pemeriksaan berkelanjutan yang 
disetujui (approved continuous examination
programme/ACEP), Peti Kemas tersebut harus ditandai 
ulang dengan mengganti atau menutup Tanda Tanggal 
Pemeriksaan Berikutnya (Next Examination Date/ NED) 
dengan tanda program pemeriksaan berkelanjutan yang 
disetujui (approved continuous examination
programme/ ACEP).

(2) Peti Kemas yang diperiksa dengan skema program
pemeriksaan berkelanjutan yang disetujui (approved 
continuous examination programme/ ACEP) tetapi
dioperasikan oleh penyewa skema pemeriksaan berkala 
(periodic examination scheme/PES), maka Peti Kemas 
tersebut harus ditandai ulang dengan mengganti atau 
menutup tanda skema program pemeriksaan 
berkelanjutan yang disetujui (approved continuous 
examination programmeACEP) dan pemasangan Tanda 
Tanggal Pemeriksaan Berikutnya (Next Examination 
Date/ NED) mengikuti pemeriksaan pertama sesuai 
skema pemeriksaan dari penyewa Peti Kemas.

Pasal 33
(1) Pelaksanaan skema program pemeriksaan berkelanjutan 

yang disetujui (approved continuous examination 
programme/ACEP), skema pemeriksaan berkala (periodic 
examination scheme/PES), standar The Institute of 
International Container Lessors (IICL) dan International 
Organization for Standardization (ISO), harus mencakup 
hai sebagai berikut:
a. metode, lingkup, dan kriteria yang digunakan 

selama pemeriksaan;
b. jumlah pemeriksaan;
c. kualifikasi personil atau orang yang melakukan 

pemeriksaan;
d. sistem penyimpanan catatan dan dokumen meliputi:

1. nomor seri Pemilik Peti Kemas;
2. tanggal pemeriksaan;
3. identifikasi personil yang melakukan

pemeriksaan;
4. nama dan lokasi instansi dimana pemeriksaan 

dilakukan;
5. hasil pemeriksaan; dan
6. Tanda Tanggal Pemeriksaan Berikutnya (Next

Examination Date/ NED) apabila dilakukan 
skema pemeriksaan berkala (periodic
examination scheme/ PES);

e. sistem pencatatan dan pembaharuan nomor 
identifikasi semua Peti Kemas yang dicakup oleh 
skema pemeriksaan yang sesuai;
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f. metode dan sistem untuk kriteria pemeliharaan yang 
menunjukkan karakteristik desain dari spesifikasi 
Peti Kemas; dan

g. kondisi dan prosedur untuk menambah Peti Kemas 
dalam skema pemeriksaan yang telah disetujui.

(2) Setelah dilakukan pemeliharaan, Pemilik Peti Kemas
harus menyimpan catatan atau laporan hasil
pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
disampaikan secara berkala kepada Direktur Jenderal 
dan dapat sewaktu waktu dilakukan verifikasi.

(3) Penyampaian catatan atau laporan hasil pemeliharaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan 
secara elektronik.

(4) Pedoman teknis pelaksanaan pemeliharaan Peti Kemas
dan penandaan dengan skema program pemeriksaan 
berkelanjutan yang disetujui (approved continuous 
examination programme/ ACEP), skema pemeriksaan 
berkala (periodic examination scheme/ PES), skema 
pemeriksaan sewaktu-waktu berdasarkan standar
internasional (Institute of International Container 
Lessors/IICL) dan skema pemeriksaan sesuai standar 
ISO terkait Peti Kemas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 29 ayat (2) serta prosedur verifikasi sebagaimana 
pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Keenam
Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC Safety Approvai Piate)

Pasal 34
(1) Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC Safety Approvai Piate) 

yang dipasang di Peti Kemas harus ditempelkan secara 
permanen pada setiap Peti Kemas yang telah mendapat 
persetujuan serta ditempatkan pada bagian yang mudah 
terlihat, berdekatan dengan setiap pelat persetujuan lain, 
dan tidak mudah rusak.

(2) Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC Safety Approvai Piate) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam 
Bahasa Inggris dan berisi informasi paling sedikit:
a. referensi negara yang mengesahkan dan nomor 

pengesahan;
b. bulan dan tahun pembuatan;
c. nomor identitas Pabrik Pembuat Peti Kemas atau 

nomor alpanumerik identitas ISO, apabila nomor 
Peti Kemas Lama tidak diketahui digunakan nomor 
yang diberikan oleh Direktur Jenderal;

d. berat kotor pengoperasian maksimum dalam satuan 
kilogram dan lbs;

e. berat tumpukan yang diizinkan untuk 1.8 g (satu 
koma delapan gravity) dalam satuan kilogram dan 
lbs; dan

f. gaya susunan melintang dalam satuan newton.
(3) Penandaan berat kotor pengoperasian maksimum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus 
sesuai dengan informasi berat kotor maksimum yang 
terpasang pada Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC Safety 
Approvai Piate).
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(4) Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC Safety Approvai Piate) 
harus terbuat dari bahan antikarat dan tahan api 
(fìreproof dengan ukuran minimal 200 mm (dua ratus 
mili meter) x 100 mm (seratus milimeter).

(5) Ruang kosong dari Isi Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC 
Safety Approvai Piate) sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus dicadangkan pada Pelat Persetujuan Kelaikan 
(CSC Safety Approvai Piate) untuk menyisipkan:
a. nilai kekuatan/faktor dinding belakang dan/atau 

dinding samping (end-ivall and/or side-wall 
strength)] dan

b. tanda pemeliharaan Peti Kemas dengan skema 
program pemeriksaan berkelanjutan yang disetujui 
(approved continuous examination programme/ACEP) 
atau skema pemeriksaan berkala (periodic 
examination scheme/PES).

(6) Peti Kemas Baru yang nilai kekuatan/faktor dinding 
belakang dan/atau dinding samping dirancang lebih 
besar atau kurang dari yang ditetapkan dalam 
International Convention for Safe Containers (CSC) 1972, 
nilai kekuatan/faktor dinding belakang dan/atau dinding 
samping harus dicantumkan pada Pelat Persetujuan 
Kelaikan (CSC Safety Approvai Piate).

(7) Peti Kemas dapat memiliki kapasitas penumpukan atau 
gaya susunan yang terbatas dan harus ditandai sesuai 
dengan standar ISO 6346 dalam hai:
a. nilai berat tumpukan lebih kecil dari 192.000 kg 

(seratus sembilan puluh dua ribu kilogram); atau
b. nilai gaya susunan melintang lebih kecil dari 150 kN 

(seratus lima puluh kiloNewton).
(8) Pemasangan Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC Safety 

Approvai Piate) dapat digabung dalam 1 (satu) pelat 
dengan label atau informasi lain yang dipersyaratkan 
oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
ketentuan internasional.

(9) Dalam hai Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC Safety 
Approvai Piate) digabung dengan label atau informasi lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (8), nama dan nomor 
identitas Pabrik Pembuat Peti Kemas serta nama Pemilik 
Peti Kemas dapat dicantumkan.

(10) Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC Safety Approvai Piate) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai format 
contoh 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini.

Pasal 35
Pemilik Peti Kemas wajib melepas Pelat Persetujuan Kelaikan 
(CSC Safety Approvai Piate) dalam hai:
a. Peti Kemas telah dimodifìkasi dan tidak memenuhi 

persyaratan;
b. data yang tercantum pada Pelat Persetujuan Kelaikan 

(CSC Safety Approvai Piate) berubah atau tidak sesuai;
c. Peti Kemas tidak dapat digunakan dan tidak dipelihara 

sesuai persyaratan; dan/atau
d. persetujuan dicabut.
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Pasal 36
(1) Dalam hai Peti Kemas yang diproduksi secara seri, pada 

setiap jumlah Peti Kemas yang diproduksi dilaksanakan 
pemeriksaan dan pengujian, dan jika tidak memenuhi 
persyaratan Kelaikan Peti Kemas, produksi harus 
dihentikan.

(2) Segala kerugian yang diakibatkan atas penghentian 
produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan tanggung jawab dari Pabrik Pembuat Peti 
Kemas.

Bagian Ketujuh
Persetujuan Peti Kemas yang Telah Dimodifikasi

Pasal 37
(1) Pemilik Peti Kemas wajib melepas Pelat Persetujuan 

Kelaikan (CSC Safety Approvai Piate) terhadap Peti Kemas 
yang dilakukan modifikasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 35 huruf a.

(2) Modifikasi terhadap Peti Kemas yang telah memperoleh 
persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang 
menimbulkan perubahan secara struktur, harus 
dilaporkan kepada Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, 
atau Badan Usaha untuk dilakukan pemeriksaan dan 
pengujian ulang sesuai dengan persyaratan dalam 
International Convention for Safe Containers (CSC) 1972.

(3) Modifikasi terhadap Peti Kemas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) harus mempertimbangkan kemampuan Peti 
Kemas untuk dapat digunakan sebagai alat angkut di 
atas Kapal serta tidak mengganggu proses Pemuatan di 
atas Kapal.

(4) Dalam hai hasil pemeriksaan dan pengujian ulang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi 
persyaratan, Peti Kemas yang telah dimodifikasi 
diberikan persetujuan oleh Direktur Jenderal, Badan 
Klasifikasi, atau Badan Usaha.

(5) Dalam hai Peti Kemas diberikan persetujuan untuk 
modifikasi dengan pengoperasian 1 (satu) pintu (one door 
off operatiorì), maka penandaan pengoperasian 1 (satu) 
pintu (one door off operatiorì) harus dicantumkan dalam 
Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC Safety Approvai Piate).

BAB V
BERAT KOTOR PETI KEMAS TERVERIFIKASI 

( VERIFIED GROSS MASS/ VGM)

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 38
(1) Skipper bertanggung jawab untuk melakukan penentuan 

dan pendokumentasian Berat Kotor Peti Kemas 
Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM).
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(2) Skipper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
menunjuk Pihak Ketiga jika Skipper tidak melaksanakan 
penentuan dan pendokumentasian Berat Kotor Peti 
Kemas Terverifikasi ( Verified Gross Mass/VGM).

(3) Peti Kemas beserta kemasan dan muatannya dilarang
diangkut ke Kapal jika nakhoda, Badan Usaha 
Pelabuhan, dan/atau pengelola terminal
khusus/terminal untuk kepentingan sendiri belum 
mendapatkan informasi Berat Kotor Peti Kemas 
Terverifikasi ( Verified Gross Mass/VGM).

Bagian Kedua
Metode Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi 

(Verified Gross Mass/V GM)

Pasal 39
(1) Dalam melakukan penentuan Berat Kotor Peti Kemas 

Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Skipper dapat memilih 
penggunaan metode penentuan Berat Kotor Peti Kemas 
Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM).

(2) Metode penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi 
(Verified Gross Mass/VGM) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas:
a. metode ke-1 yakni penentuan Berat Kotor Peti

Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM)
dengan cara menimbang Peti Kemas beserta isinya 
secara bersamaan setelah proses pengemasan 
dan/atau penyegelan; atau

b. metode ke-2 yakni penentuan Berat Kotor Peti
Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM)
dengan cara menimbang isi Peti Kemas keseluruhan 
secara terpisah dan ditambah berat Peti Kemas
kosong.

(3) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
menggunakan peralatan penimbangan yang telah 
terkalibrasi dan memperoleh sertifikat dari instansi yang 
berwenang di bidang kemetrologian.

(4) Pedoman teknis metode penentuan Berat Kotor Peti 
Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh 
Direktur Jenderal.

Pasal 40
Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) 
yang telah melakukan penentuan Berat Kotor Peti Kemas 
Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) harus 
memberitahukan informasi berat isi Kemasan Peti Kemas 
kepada Skipper untuk memudahkan Skipper 
mendokumentasikan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi 
(Verified Gross Mass/ VGM).
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Pasal 41
(1) Peti Kemas yang telah dilakukan penyegelan dan telah 

memiliki data berat keseluruhan serta telah diberikan 
tanda secara permanen dan jelas, tidak perlu dilakukan 
penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified 
Gross Mass/ VGM).

(2) Berat keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas Kemasan Peti Kemas beserta isinya termasuk 
bahan lain seperti bahan pengemasan dan pendingin di 
dalamnya.

Pasal 42
(1) Skipper harus menggunakan metode ke-1 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a untuk barang 
Muatan jenis tertentu seperti logam penutuhan, biji- 
bijian, dan Muatan lain yang berbentuk curah yang tidak 
dapat ditimbang beratnya secara individu.

(2) Dalam hai Shipper menggunakan metode ke-2 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b 
terhadap Peti Kemas yang berisi kemasan atau barang 
beberapa pihak pemilik barang harus memenuhi hai 
sebagai berikut:
a. metode yang digunakan harus dengan persetujuan 

dari Penyelenggara Pelabuhan; dan
b. kemasan atau barang harus ditandai secara jelas 

dan permanen.

Pasal 43
(1) Pelaksanaan penentuan Berat Kotor Peti Kemas 

Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) yang diangkut 
dengan transportasi darat dilakukan dengan cara 
menimbang Peti Kemas yang berada di atas alat 
transportasi darat.

(2) Untuk memperoleh Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi 
(Verified Gross Mass/VGM) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan cara menimbang berat total 
alat transportasi darat termasuk bahan bakar dalam 
tangki beserta Peti Kemas yang diangkut dikurangi 
dengan berat total alat transportasi darat termasuk 
bahan bakar dalam tangki tanpa Peti Kemas.

(3) Dalam hai terdapat 2 (dua) unit Peti Kemas yang berada 
di atas alat transportasi darat, penentuan Berat Kotor 
Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) harus 
ditentukan melalui penimbangan setiap Peti Kemas 
secara terpisah.

(4) Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified 
Gross Mass/VGM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilarang dilakukan dengan cara mengurangi jumlah berat 
kotor dari 2 (dua) Peti Kemas dengan berat alat 
transportasi darat kemudian dibagi 2 (dua).
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Bagian Ketiga
Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifìkasi 

(Verified Gross Mass/VGM)

Paragraf 1
Persetujuan Peralatan Penentuan Berat Kotor Peti Kemas 

Terverifìkasi (Verified Gross Mass/VGM) dengan Metode ke-1

Pasal 44
(1) Peralatan penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifìkasi 

(Verified Gross Mass/VGM) yang digunakan oleh Skipper 
atau Pihak Ketiga dengan metode ke-1 wajib 
mendapatkan persetujuan peralatan dari Penyelenggara 
Pelabuhan.

(2) Untuk mendapatkan persetujuan peralatan penentuan 
Berat Kotor Peti Kemas Terverifìkasi (Verified Gross 
Mass/VGM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Skipper 
atau Pihak Ketiga mengajukan permohonan kepada 
Penyelenggara Pelabuhan.

(3) Penyelenggara Pelabuhan melakukan evaluasi 
kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 
3 (riga) hari keija sejak permohonan diterima dan 
melakukan peninjauan lapangan.

(4) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dituangkan dalam berita acara sesuai format contoh 
12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini.

(5) Evaluasi terhadap peralatan penentuan Berat Kotor Peti 
Kemas Terverifìkasi (Verified Gross Mass/VGM) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
pemeriksaan jenis, model, nomor seri, pabrik pembuat, 
tahun pembuatan, dan kapasitas maksimum.

(6) Dalam hai berdasarkan hasil evaluasi kelengkapan 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum 
terpenuhi, Penyelenggara Pelabuhan menyampaikan 
pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan dengan 
menggunakan format contoh 13 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(7) Skipper atau Pihak Ketiga harus menyampaikan 
kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu 10 
(sepuluh) hari keija sejak diterimanya pemberitahuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterima.

(8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (7) 
Skipper atau Pihak Ketiga tidak menyampaikan 
kelengkapan persyaratan, permohonan dianggap batal.
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(9) Dalam hai berdasarkan evaluasi kelengkapan 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah 
terpenuhi, Penyelenggara Pelabuhan dalam jangka waktu 
paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan Surat 
Persetujuan Peralatan Penentuan Berat Kotor Peti Kemas 
Terverifikasi (Verifìed Gross Mass/VGM) Metode ke-1 
sesuai format contoh 14 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Menteri ini.

(10) Persetujuan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(9) diterbitkan dengan masa berlaku selama 2 (dua) 
tahun untuk seluruh wilayah Indonesia dan dapat 
diperpanjang setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 45
(1) Shipper atau Pihak Ketiga yang telah mendapat 

Persetujuan Peralatan Penentuan Berat Kotor Peti Kemas 
Terverifikasi (Verifìed Gross Mass/VGM) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (9), memiliki kewajiban:
a. melakukan pendaftaran kepada Penyelenggara

Pelabuhan di lokasi Pemuatan Peti Kemas apabila 
persetujuan diterbitkan oleh Penyelenggara
Pelabuhan di pelabuhan lain;

b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan 
di bidang pelayaran dan perundang-undangan 
lainnya;

c. menyampaikan hasil penentuan Berat Kotor Peti
Kemas Terverifikasi (Verifìed Gross Mass/VGM) 
setiap 3 (tiga) bulan kepada Penyelenggara
Pelabuhan setempat di lokasi Pemuatan Peti Kemas;

d. melaporkan setiap ada perubahan dari persyaratan 
persetujuan kepada Penyelenggara Pelabuhan; dan

e. menyimpan catatan dan dokumentasi Berat Kotor 
Peti Kemas Terverifikasi (Verifìed Gross Mass/VGM).

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pihak Ketiga wajib mempublikasikan tarif peralatan 
penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verifìed 
Gross Mass/VGM).

Paragraf 2
Persetujuan Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi 

(Verifìed Gross Mass/VGM) dengan Metode ke-2

Pasal 46
(1) Shipper atau Pihak Ketiga yang melakukan penentuan

Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verifìed Gross
Mass/ VGM) dengan menggunakan metode ke-2 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b 
wajib mendapat persetujuan metode penentuan Berat 
Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verifìed Gross Mass/VGM) 
dari Penyelenggara Pelabuhan.

(2) Untuk mendapatkan persetujuan metode penentuan
Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verifìed Gross
Mass/VGM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Shipper 
atau Pihak Ketiga mengajukan permohonan kepada 
Penyelenggara Pelabuhan.
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(3) Penyelenggara Pelabuhan melakukan evaluasi 
kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) persyaratan dalam jangka waktu 
paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima 
secara lengkap dan melakukan peninjauan lapangan.

(4) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dituangkan dalam berita acara sesuai format contoh 
15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini.

(5) Dalam hai berdasarkan hasil evaluasi kelengkapan 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum 
terpenuhi, Penyelenggara Pelabuhan menyampaikan 
pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan dengan 
menggunakan format contoh 16 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(6) Skipper atau Pihak Ketiga harus menyampaikan 
kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu 10 
(sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima.

(7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (6) 
Skipper atau Pihak Ketiga tidak menyampaikan 
kelengkapan persyaratan, permohonan dianggap batal.

(8) Dalam hai berdasarkan penelitian persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi, 
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja 
Penyelenggara Pelabuhan menerbitkan persetujuan 
penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified 
Gross Mass/VGM) metode ke-2 sesuai format contoh 17 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini.

(9) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
diterbitkan dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun 
untuk seluruh wilayah Indonesia dan dapat diperpanjang 
setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 47
(1) Skipper atau Pihak Ketiga yang telah mendapat 

persetujuan penentuan Berat Kotor Peti Kemas 
Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) Metode Ke-2 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (8) memiliki 
kewajiban:
a. melakukan pendaftaran kepada Penyelenggara

Pelabuhan di lokasi Pemuatan Peti Kemas apabila 
persetujuan diterbitkan oleh Penyelenggara
Pelabuhan di pelabuhan lain;

b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan 
di bidang pelayaran dan perundang-undangan 
lainnya;

c. menyampaikan laporan hasil penentuan Berat Kotor
Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) 
setiap 3 (tiga) bulan kepada Penyelenggara
Pelabuhan setempat di lokasi Pemuatan peti kemas;
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d. melaporkan setiap ada perubahan dari persyaratan 
persetujuan kepada Penyelenggara Pelabuhan; dan

e. menyimpan catatan dan dokumentasi Berat Kotor 
Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM).

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pihak Ketiga wajib mempublikasikan tarif penentuan 
Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross 
Mass/VGM).

Bagian Keempat
Dokumen Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi 

(Verified Gross Mass/VGM)

Pasal 48
(1) Hasil Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi 

(Verified Gross Mass/ VGM) yang dilaksanakan oleh 
Skipper atau Pihak Ketiga harus dideklarasikan dalam 
bentuk Dokumen Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi 
(Verified Gross Mass/ VGM).

(2) Dokumen Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified 
Gross Mass/VGM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling sedikit berisi data sebagai berikut:
a. nomor dokumen;
b. nomor Peti Kemas;
c. nama dan alamat Shipper/Pihak Ketiga;
d. tanggal dan tempat penentuan Berat Kotor Peti 

Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM);
e. metode yang digunakan;
f. nama dan kontak personil yang ditunjuk/diberikan 

kuasa penandatangan;
g. nilai Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified 

Gross Mass/VGM);
h. berat Peti Kemas kosong dan berat isi seluruh Peti 

Kemas jika penentuan Berat Kotor Peti Kemas 
Terverifikasi (Verified Gross Mass/ VGM) dengan 
metode ke-2; dan

i. berat total kendaraan yang digunakan mengangkut 
Peti Kemas apabila penentuan Berat Kotor Peti 
Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/ VGM) 
dilakukan dengan menimbang secara keseluruhan 
antara kendaraan pengangkut dan Peti Kemas.

(3) Dokumen Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified 
Gross Mass/VGM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat berisi kumpulan informasi Berat Kotor Peti Kemas 
Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) untuk 1 (satu) 
atau beberapa Peti Kemas yang menerangkan masing- 
masing Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified 
Gross Mass/VGM).

(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku 
hanya untuk 1 (satu) Skipper dalam 1 (satu) skipment.
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Pasal 49
(1) Dalam hai Shipper memerlukan data pendukung 

tambahan berupa Sertifikat Berat Kotor Peti Kemas 
Terverifikasi (Verifìed Gross Mass/VGM), Shipper atau 
melalui Pihak Ketiga dapat mengajukan permohonan 
kepada Badan Usaha yang melaksanakan sertifikasi 
Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross 
Mass/VGM).

(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
mendapatkan persetujuan pelaksanaan sertifikasi Berat 
Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified. Gross Mass/VGM) 
dari Penyelenggara Pelabuhan.

(3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) Badan Usaha mengajukan permohonan 
kepada Penyelenggara Pelabuhan.

(4) Penyelenggara Pelabuhan melakukan evaluasi 
kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 
3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara 
lengkap.

(5) Dalam hai berdasarkan hasil evaluasi kelengkapan 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum 
terpenuhi, Penyelenggara Pelabuhan menyampaikan 
pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan dengan 
menggunakan format contoh 18 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(6) Badan Usaha harus menyampaikan kelengkapan 
persyaratan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja 
sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) diterima.

(7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (6) 
Badan Usaha tidak menyampaikan kelengkapan 
persyaratan, permohonan dianggap batal.

(8) Dalam hai berdasarkan evaluasi kelengkapan 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah 
terpenuhi, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari 
kerja Penyelenggara pelabuhan menerbitkan Persetujuan 
pelaksanaan sertifikasi Berat Kotor Peti Kemas 
Terverifikasi (Verifìed Gross Mass/VGM) sesuai format 
contoh 19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini, yang berlaku tidak lebih dari 2 tahun.

(9) Sertifikasi Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verifìed 
Gross Mass/VGM) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
diterbitkan dengan masa berlaku sampai dengan Peti 
Kemas beserta muatannya tidak dilakukan 
pembongkaran.

(10) Badan Usaha yang telah mendapatkan persetujuan 
pelaksanaan sertifikasi Berat Kotor Peti Kemas 
Terverifikasi (Verifìed Gross Mass/VGM) dari 
Penyelenggara Pelabuhan harus memiliki Perjanjian 
Kerjasama dengan Shipper dan/atau Pihak ketiga.
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Pasal 50
(1) Skipper harus memastikan penentuan Berat Kotor Peti

Kemas Terveriflkasi (Verified Gross Mass/VGM) telah 
tercantum dalam dokumen pengapalan (shipping
document) untuk menjadi bagian dari instruksi 
pengiriman (shipping instruction).

(2) Dokumen Berat Kotor Peti Kemas Terveriflkasi (Verified 
Gross Mass/VGM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditandatangani orang yang diberikan kuasa oleh Skipper 
atau Pihak Ketiga dan disampaikan kepada perusahaan 
angkutan laut nasional dan Badan Usaha Pelabuhan, 
Operator Terminal Peti Kemas, atau pengelola terminal 
khusus/terminal untuk kepentingan sendiri untuk 
digunakan sebagai rencana Pemuatan di Kapal (ship 
stoivage pian).

(3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan secara:
a. manual; atau
b. elektronik;

(4) Tanda tangan dapat diganti dengan nama dalam huruf 
kapital dari Skipper atau Pihak Ketiga.

(5) Penyampaian dokumen Berat Kotor Peti Kemas
Terveriflkasi (Verified Gross Mass/VGM) kepada
perusahaan angkutan laut nasional dan Badan Usaha 
Pelabuhan, Operator Terminal Peti Kemas, atau pengelola 
terminal khusus/terminal untuk kepentingan sendiri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan 
dengan menggunakan electronic data interchange (EDI) 
atau electronic data processing (EDP).

(6) Penyampaian dokumen Berat Kotor Peti Kemas
Terveriflkasi (Verified Gross Mass/VGM) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan sebelum 
proses rencana Pemuatan di Kapal (ship stowage pian).

(7) Dalam hai ditetapkan batas waktu dalam penyampaian 
dokumen Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified 
Gross Mass/VGM), perusahaan angkutan laut nasional 
dan Badan Usaha Pelabuhan, Operator Terminal Peti 
Kemas, atau pengelola terminal khusus/terminal untuk 
kepentingan sendiri harus memberitahukan batas waktu 
penyampaian kepada Skipper.

Bagian Kelima 
Perpindahan Peti Kemas

Pasal 51
(1) Peti Kemas yang dibongkar di pelabuhan yang berfungsi 

sebagai pelabuhan alih muat (transhipment) harus telah 
memiliki Berat Kotor Peti Kemas Terveriflkasi (Verified 
Gross Mass/VGM)

(2) Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
belum memiliki Berat Kotor Peti Kemas Terveriflkasi 
(Verified Gross Mass/VGM), dapat dilakukan penentuan 
Berat Kotor Peti Kemas Terveriflkasi (Verified Gross 
Mass/VGM) di fasilitas terminal pelabuhan alih muat 
(transhipment).
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(3) Perusahaan angkutan laut nasional atau keagenan Kapal 
pengirim Peti Kemas harus memberikan informasi setiap 
Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross 
Mass/VGM) kepada Badan Usaha Pelabuhan, Operator 
Terminal Peti Kemas, atau pengelola terminal 
khusus/terminal untuk kepentingan sendiri di 
pelabuhan alih muat (transhipment).

Bagian Keenam
Perbedaan Hasil Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified 

Gross Mass/VGM) Yang Dilakukan Oleh 
Skipper atau Pihak Ketiga

Pasal 52
(1) Peti Kemas yang telah dilengkapi dengan dokumen Berat 

Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) 
dari Skipper atau Pihak Ketiga, sebelum masuk terminal 
Peti Kemas dilakukan verifikasi akhir melalui fasilitas 
penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified 
Gross Mass/VGM) Peti Kemas di pelabuhan.

(2) Dalam hai hasil penentuan Berat Kotor Peti Kemas
Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdapat deviasi Berat Kotor Peti 
Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) kurang 
dari 5% (lima persen), tidak perlu diterbitkan dokumen 
Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross 
Mass/VGM) yang baru.

(3) Dalam hai hasil penentuan Berat Kotor Peti Kemas
Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM] sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdapat deviasi Berat Kotor Peti 
Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) sama
dengan atau lebih dari 5% (lima persen), Peti Kemas 
dilarang dimuat di atas Kapal sampai dengan diterbitkan 
dokumen Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified 
Gross Mass/VGM).

Bagian Ketujuh
Peti Kemas yang Melebihi Berat Kotor Maksimal

Pasal 53
Peti Kemas yang melebihi berat kotor maksimal yang 
dinyatakan dalam Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC Safety 
Approvai Piate) dilarang diangkut di Kapal.
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Bagian Kedelapan
Peti Kemas Tanpa Dilengkapi Dokumen Berat Kotor Peti 

Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM)

Pasal 54
(1) Dalam hai Peti Kemas dikirim ke terminal Peti Kemas 

tanpa dilengkapi dengan dokumen Berat Kotor Peti 
Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/V GM), Nakhoda 
dan/atau Badan Usaha Pelabuhan, Operator Terminal 
Peti Kemas, atau pengelola terminal khusus/terminal 
untuk kepentingan sendiri dapat melakukan penentuan 
Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross 
Mass/V GM) atas nama Skipper.

(2) Untuk memperoleh Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi 
(Verified Gross Mass/V GM) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan di luar atau di dalam lokasi 
terminal Peti Kemas.

(3) Pelaksanaan dan tata cara penentuan Berat Kotor Peti 
Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/V GM) yang 
dilakukan di dalam lokasi terminal Peti Kemas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disepakati 
antara Skipper dan/atau Pihak Ketiga dengan Nakhoda 
dan/atau Badan Usaha Pelabuhan, Operator Terminal 
Peti Kemas, atau pengelola terminal khusus/terminal 
untuk kepentingan sendiri.

Bagian Kesembilan 
Peti Kemas Kosong

Pasal 55
(1) Peti Kemas kosong tidak dipersyaratkan untuk

melengkapi dokumen Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi 
(Verified Gross Mass/ VGM).

(2) Berat Kosong Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus terlihat jelas pada Peti Kemas sesuai 
dengan standar penandaan dan identifikasi dari ISO 
6346.

BAB VI
PERBAIKAN PETI KEMAS

Pasal 56
(1) Peti Kemas yang mengalami kerusakan, Pemilik Peti 

Kemas harus melakukan perbaikan untuk memenuhi 
persyaratan kelaikan Peti Kemas sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Menteri ini.

(2) Perbaikan Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dilakukan oleh:
a. perusahaan depo Peti Kemas; atau
b. bengkel usaha perbaikan Peti Kemas.

Pasal 57
(1) Bengkel usaha perbaikan Peti Kemas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b dilakukan 
oleh Badan Usaha atau badan hukum Indonesia yang 
telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.
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(2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Badan Usaha atau badan hukum Indonesia 
mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal.

(3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi kelengkapan 
persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari 
kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

(4) Dalam hai berdasarkan hasil evaluasi kelengkapan 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum 
terpenuhi, Direktur Jenderal menyampaikan 
pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan dengan 
menggunakan format contoh 20 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Badan Usaha atau badan hukum Indonesia harus 
menyampaikan kelengkapan persyaratan dalam jangka 
waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya 
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
diterima.

(6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (5) 
Badan Usaha atau badan hukum Indonesia tidak 
menyampaikan kelengkapan persyaratan, permohonan 
dianggap batal.

(7) Dalam hai berdasarkan evaluasi kelengkapan 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah 
terpenuhi, dalam jangka waktu 4 (empat) hari kerja 
Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Bengkel 
Usaha Perbaikan Peti Kemas sesuai format contoh 21 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(8) Persetujuan Bengkel Usaha Perbaikan Peti Kemas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan dengan 
masa berlaku selama 5 (lima) tahun untuk seluruh 
wilayah Indonesia dan dilakukan evaluasi setiap tahun 
serta dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 58
Pemegang persetujuan bengkel usaha Perbaikan Peti Kemas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (7) memiliki
kewajiban:
a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang pelayaran serta ketentuan perundang-undangan 
lainnya;

b. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur 
Jenderal apabila terjadi perubahan persyaratan paling 
lama 14 (empat belas) hari sejak terjadi perubahan; dan

c. menyampaikan laporan secara tertulis terkait kegiatan 
bengkel usaha perbaikan Peti Kemas kepada Direktur 
Jenderal setiap 1 (satu) tahun sekali untuk dilakukan 
evaluasi.
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BAB VII
TARIF PELAYANAN JASA KELAIKAN PETI KEMAS SERTA 

BERAT KOTOR PETI KEMAS TERVERIFIKASI 
( VERIFIED GROSS MASS/VGM)

Bagian Kesatu
Tarif Pelayanan Jasa Kelaikan Peti Kemas

Pasal 59
Jenis tarif pelayanan jasa Kelaikan Peti Kemas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 merupakan pungutan atas setiap 
pelayanan jasa pengawasan, pemeriksaan, pengujian, dan 
persetujuan kelaikan Peti Kemas yang diberikan oleh Pejabat 
Pemeriksa Keselamatan Kapal, Badan Klasifikasi, atau Badan 
Usaha.

Pasal 60
(1) Tarif pelayanan jasa Kelaikan Peti Kemas yang dilakukan 

oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dipungut 
biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan dan merupakan Penerimaan Negara Bukan 
Pajak.

(2) Tarif pelayanan jasa Kelaikan Peti Kemas yang dilakukan 
oleh Badan Klasifikasi atau Badan Usaha dipungut biaya 
yang besarannya ditetapkan berdasarkan tarif pelayanan 
jasa Kelaikan Peti Kemas.

(3) Besaran tarif pelayanan jasa Kelaikan Peti Kemas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan atas 
dasar kesepakatan antara Badan Klasifikasi atau Badan 
Usaha dengan Pemilik Peti Kemas.

(4) Badan Klasifikasi atau Badan Usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) wajib membayar jenis dan tarif 
jasa Kelaikan Peti Kemas sebagai Penerimaan Negara 
Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Pasal 61
Besaran tarif pelayanan jasa Kelaikan Peti Kemas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) meliputi:
a. penerbitan Pelat Perse tujuan Kelaikan (CSC Safety 

Approvai Piate);
b. pengawasan pengujian Peti Kemas;
c. pengawasan pemasangan Pelat Persetujuan Kelaikan 

(CSC Safety Approvai Piate); dan
d. pengesahan prosedur pemeliharaan Program 

pemeriksaan berkelanjutan yang disetujui (approved 
continuous examination programme/ ACEP).

Pasal 62
Satuan ukuran dari tarif pelayanan jasa Kelaikan Peti Kemas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ditetapkan sebagai 
berikut:
a. penerbitan Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC Safety 

Approvai Piate) dihitung berdasarkan per Peti Kemas;
b. pengawasan pengujian Peti Kemas dihitung berdasarkan 

per Peti Kemas;
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c. pengawasan pemasangan Pelat Persetujuan Kelaikan
(CSC Safety Approvai Piate) dihitung berdasarkan per Peti 
Kemas; dan

d. pengesahan prosedur pemeliharaan program
pemeriksaan berkelanjutan yang disetujui (approved
continuous examination programme/ ACEP), dihitung
berdasarkan per dokumen.

Bagian Kedua 
Tarif Pelayanan Jasa

Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi 
(Verified Gross Mass/VGM)

Pasal 63
Tarif pelayanan jasa penentuan Berat Kotor Peti Kemas 
Terverifikasi (Verified Gross Mass/V GM) dilaksanakan
berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri 
Perhubungan yang mengatur tentang jenis, struktur, dan 
golongan tarif jasa kepelabuhanan.

BAB Vili
PENGAWASAN TERHADAP KELAIKAN PETI KEMAS DAN 

PENENTUAN BERAT KOTOR PETI KEMAS TERVERIFIKASI 
( VERIFIED GROSS MASS/V GM)

Pasal 64
(1) Peti Kemas yang telah mendapatkan persetujuan dan 

digunakan untuk pengangkutan di Kapal harus 
mendapatkan pengawasan oleh Petugas Pengawas pada 
Syahbandar setempat.

(2) Pengawasan kelaikan Peti Kemas dilakukan terhadap:
a. Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC Safety Approvai 

Piate)-, dan
b. validasi program pemeriksaan berkelanjutan yang

disetujui (approved continuous examination
programme/ACEP) atau Tanda Tanggal Pemeriksaan 
Berikutnya (Next Examination Date/ NED) atau 
skema pemeriksaan sewaktu-waktu berdasarkan 
standar internasional (Institute of International 
Container Lessors/IICL) atau skema pemeriksaan 
sesuai standar ISO terkait Peti Kemas.

(3) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melarang atau menghentikan sementara penggunaan Peti 
Kemas jika dalam pengawasan ditemukan:
a. belum dipasang Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC 

Safety Approvai Piate);
b. pemeliharaan terhadap Peti Kemas telah jatuh 

tempo; dan/atau
c. terdapat kerusakan struktur pada Peti Kemas yang 

membahayakan bagi keselamatan.
(4) Peti Kemas yang membahayakan bagi keselamatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan 
Peti Kemas yang memiliki kriteria kerusakan struktur 
serius pada bagian:
a. rei atas (top rail);
b. rei alas (bottom rail);
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c. struktur atas pintu (header);
d. ambang (sili);
e. tiang sisi (cornerposts);
f. pas kelengkapan sudut (corner and intermediate 

fittings);
g. struktur penopang bawah (understructure); dan
h. batang pengunci (locking rods).

(5) Kriteria kerusakan struktur Peti Kemas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dan penanganannya 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini.

(6) Petugas Pengawas dapat mengizinkan perpindahan Peti 
Kemas menuju ke fasilitas perbaikan Peti Kemas untuk 
melaksanakan perbaikan dengan kondisi tanpa Muatan.

(7) Dalam hai Pemilik Peti Kemas memilih memindahkan Peti 
Kemas ke wilayah atau negara lain untuk dilakukan 
perbaikan, Petugas Pengawas dapat mengizinkan dengan 
ketentuan proses perpindahan dilakukan dengan aman.

(8) Dalam hai Peti Kemas tidak memiliki kerusakan namun 
Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC Safety Approvai Piate) 
tidak terpasang atau tidak sesuai ketentuan, Peti Kemas 
harus dilarang penggunaannya.

(9) Dalam hai Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) dapat dibuktikan oleh Pemilik Peti Kemas telah 
mendapat persetujuan, Petugas Pengawas dapat
mengizinkan Peti Kemas digunakan sampai lokasi tujuan 
pembongkaran dengan ketentuan Pelat Persetujuan 
Kelaikan (CSC Safety Approvai Piate) telah dipasang di 
Peti Kemas dan tidak boleh dimuat kembali sebelum 
dipasang di Peti Kemas.

(10) Dalam hai pemeliharaan Peti Kemas dengan
menggunakan skema pemeriksaan berkala (periodic
examination scheme/ PES) telah habis masa berlakunya 
dan ditemukan Tanda Tanggal Pemeriksaan Berikutnya 
(Next Examination Date/NED) telah jatuh tempo, Peti 
Kemas harus dilarang penggunaannya.

(11) Petugas Pengawas dapat mengizinkan Peti Kemas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk melanjutkan 
ke lokasi tujuannya untuk dibongkar dengan ketentuan 
bahwa Peti Kemas harus diperiksa dan diperbaiki secepat 
mungkin dan tidak dimuat sebelum pemeriksaan dan 
perbaikan dilakukan.

(12) Dalam hai Peti Kemas tidak terpasang atau hilang tanda 
program pemeriksaan berkelanjutan yang disetujui 
(approved continuous examination programme/ ACEP) atau 
Tanda Tanggal Pemeriksaan Berikutnya (Next 
Examination Date/ NED), Peti Kemas harus dilarang 
penggunaannya sampai dapat dibuktikan bahwa Peti 
Kemas digunakan dan dipelihara dengan metode 
pemeliharaan yang disetujui.

(13) Penandaan yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(12) harus dipasang kembali setelah pelaksanaan 
pembongkaran di tujuan akhir, sebelum Pemuatan 
berikutnya, atau pada perpindahan berikutnya.



-38-

Pasal 65
(1) Pengawasan terhadap pihak yang melakukan penentuan 

Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross 
Mass/VGM) dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan.

(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara Pelabuhan 
memastikan Peti Kemas sebelum diangkut ke atas Kapal 
telah memenuhi persyaratan Kelaikan Peti Kemas dan 
telah dilengkapi dengan dokumen Berat Kotor Peti Kemas 
Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) yang akan 
digunakan untuk rencana Pemuatan di Kapal (ship 
stotuage pian).

Pasal 66
(1) Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Petugas 

pengawas dan Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 harus dituangkan 
dalam bentuk laporan.

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal secara 
berkala setiap 6 (enam) bulan.

(3) Pedoman Pengawasan pelaksanaan kelaikan Peti Kemas 
dan penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi 
(Verified Gross Mass/VGM) ditetapkan oleh Direktur 
Jenderal.

Pasal 67
Pemilik Peti Kemas, nakhoda, dan Operator Terminal Peti 
Kemas wajib membantu pelaksanaan tugas pengawasan yang 
dilakukan oleh Petugas Pengawas dan Penyelenggara 
Pelabuhan dengan menyediakan personil dan peralatan yang 
diperlukan untuk mengadakan pemeriksaan Peti Kemas.

Pasal 68
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan pengawasan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Direktur Jenderal 
dapat sewaktu-waktu melaksanakan uji petik (random 
inspection).

BAB IX
PELARANGAN ATAU PENGHENTIAN SEMENTARA 

PENGGUNAAN PETI KEMAS

Pasal 69
(1) Peti Kemas yang telah mendapatkan persetujuan dari 

Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha, 
yang dilakukan pelarangan dan penghentian sementara 
penggunaannya harus diinformasikan kepada Pemilik 
Peti Kemas.

(2) Dalam hai Peti Kemas yang telah mendapatkan 
persetujuan dari pemerintah asing yang berwenang, 
pelarangan atau penghentian sementara penggunaan peti 
kemas harus diinformasikan kepada Pemilik Peti Kemas 
atau perwakilan Pemilik Peti Kemas.
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(3) Setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) Peti Kemas diberikan tanda larangan atau 
tanda penghentian sementara.

Pasal 70
(1) Peti Kemas yang diberi tanda larangan atau tanda 

penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 69 telah diperbaiki, dan berdasarkan hasil 
pemeriksaan Petugas Pengawas telah memenuhi kelaikan 
Peti Kemas, Peti Kemas harus diizinkan untuk digunakan 
kembali dengan cara melepas tanda larangan atau tanda 
penghentian sementara.

(2) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyerahkan surat pembebasan kepada Pemilik Peti 
Kemas atau nakhoda.

(3) Tanda larangan atau tanda penghentian sementara dan 
surat pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) sesuai format contoh 22 dan format contoh 
23 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini.

Pasal 71
Dalam hai berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Petugas 
Pengawas, Peti Kemas tidak dapat diperbaiki lagi, maka tanda 
Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC Safety Approvai Piate) harus 
dimusnahkan.

BAB X
PETUGAS PENGAWAS KELAIKAN PETI KEMAS

Pasal 72
(1) Petugas Pengawas Kelaikan Peti Kemas diangkat dan 

dikukuhkan setelah memenuhi persyaratan kompetensi 
dan kualifikasi melalui pelatihan yang diselenggarakan 
oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Perhubungan.

(2) Tugas, fungsi, kewenangan, persyaratan, pelatihan, 
pengangkatan, pengukuhan dan penetapan Petugas 
Pengawas Kelaikan Peti Kemas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 73
(1) Badan Klasifikasi, Badan Usaha, atau Pemilik/penyewa 

Peti Kemas yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 
ayat (3), Pasal 5 ayat (4), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), 
Pasal 6 ayat (4), Pasal 11, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat 
(1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), 
Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (4), 
Pasal 28 ayat (4), Pasal 29 ayat (1), Pasal 35, Pasal 37 
ayat (1), dan Pasal 60 ayat (4), dikenakan sanksi 
administratif.
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(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan sementara penetapan bagi Badan 

Klasifikasi, Badan Usaha, atau Pelat Persetujuan 
Kelaikan (CSC Safety Approvai Piate) bagi 
Pemilik/penyewa Peti Kemas; dan

c. pencabutan penetapan bagi Badan Klasifikasi, 
Badan Usaha, atau Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC 
Safety Approvai Piate) bagi Pemilik/penyewa Peti 
Kemas.

(3) Skipper atau Pihak Ketiga yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, 
Pasal 46 ayat (1), dan Pasal 47, dikenakan sanksi 
administratif, berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan sementara persetujuan; dan
c. pencabutan persetujuan.

(4) Bengkel usaha perbaikan Peti Kemas yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 
dikenakan sanksi administratif, berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan sementara persetujuan; dan
c. pencabutan persetujuan.

(5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, ayat (2) huruf a atau ayat (3) huruf a diberikan 
sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu 
masing-masing 15 (lima belas) hari kerja.

(6) Dalam hai Badan Klasifikasi, Badan Usaha, atau 
Pemilik/penyewa Peti Kemas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Skipper atau Pihak Ketiga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), atau bengkel usaha perbaikan 
Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 
melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka 
waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa 
pembekuan sementara penetapan atau Pelat Persetujuan 
Kelaikan (CSC Safety Approvai Piate), atau pembekuan 
persetujuan.

(7) Pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dikenakan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja.

(8) Dalam hai Badan Klasifikasi, Badan Usaha, atau 
Pemilik/penyewa Peti Kemas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), atau Skipper atau Pihak Ketiga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau bengkel 
usaha perbaikan Peti Kemas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), tidak melaksanakan kewajibannya setelah 
dikenakan sanksi pembekuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6), maka dilakukan pencabutan penetapan 
atau Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC Safety Approvai 
Piate) atau pencabutan persetujuan.
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BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 74
Peraturan Menteri ini tidak berlaku untuk:
a. Peti Kemas yang didesain untuk pengangkutan di udara;
b. Peti Kemas pada sasis atau trailer termasuk Peti Kemas 

tangki (tank container), Peti Kemas rak datar (fiat-rack 
container), Peti Kemas Muatan curah (bulk container) yang 
diangkut secara bersamaan pada Kapal ro-ro/Kapal 
penyeberangan; dan

c. Peti Kemas offshore atau kegiatan lepas pantai yang 
diangkut atau dibongkar di laut terbuka.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 75
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:
a. Peti Kemas yang telah difungsikan dan belum 

mendapatkan persetujuan sebelum berlakunya Peraturan 
Menteri ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan 
Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) 
tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

b. Surveyor yang telah memiliki sertifikat kompetensi 
pemeriksaan dan pengujian Peti Kemas, harus 
menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dalam 
jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan 
Menteri ini diundangkan.

c. Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verifìed 
Gross Mass/VGMj untuk Peti Kemas sebagai bagian dari 
alat angkut di Kapal yang digunakan untuk 
Pengangkutan Peti Kemas Dalam Negeri, wajib 
menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dalam 
jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan 
Menteri ini diundangkan.

d. Skipper atau Pihak Ketiga yang telah memperoleh 
Persetujuan Penentuan Berat Kotor Peti Kemas 
Terverifikasi (Verifìed Gross Mass/V GMj sebelum 
berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai 
habis masa berlakunya dan wajib melakukan 
penyesuaian dengan Peraturan Menteri ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 76
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2018 tentang
Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 757),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 77
Perizinan Berusaha di bidang Kelaikan Peti Kemas dan Berat 
Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified. Gross Mass/VGM) 
dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha 
berbasis risiko.

Pasal 78
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 4 Oktober 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1011

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal

MENTERI PERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

YUSTINUS DANANG RUSDIHANTO
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LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG KELAIKAN PETI KEMAS DAN
BERAT KOTOR PETI KEMAS
TERVERIFIKASI

Contoh 1
BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN

(KOP SURAT INSTITUSI)

BERITA ACARA

PENINJAUAN LAPANGAN TERHADAP BADAN KLASIFIKASI ATAU BADAN 
USAHA YANG AKAN DITUNJUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN, PENGUJIAN 

DAN PERSETUJUAN KELAIKAN PETI KEMAS

Pada hari ini ..........  tanggal............. Tahun ......  bertempat di............ pada
pukul.....  telah dilaksanakan peninjauan lapangan terhadap Badan Klasifikasi
atau Badan Usaha yang akan ditunjuk melaksanakan pemeriksaan, pengujian 
dan Persetujuan Kelaikan Peti Kemas.

Data Badan Klasifikasi atau Badan usaha yang ditunjuk sebagai berikut :

1. Nama Badan Klasifikasi atau Badan usaha : ..........................
2. Alamat : .....................
3. Direktur Utama : .....................
4.........

Adapun hasil dari peninjauan lapangan sebagai berikut :

1. Fasilitas kantor .............................................
2. Sarana Prasarana pendukung........................
3. Sumber Daya Personil....................................
4. Keahlian sumber daya personil......................
5. Kebijakan keselamatan...................................
6 ..............................................................................................
7..........................................................................

Bersama ini dapat disimpulkan bahwa hasil peninjauan lapangan terhadap
............................. , bahwa dapat dilanjutkan proses administrasi penunjukan
melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan Persetujuan Kelaikan Peti Kemas.
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Demikian berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimanamestinya. 

Tim pelaksana peninjauan lapangan

1......................
2 .............................
3 ..........................

Mengetahui

Direktur Perkapalan dan Kepelautan
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SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MELENGKAPI PERSYARATAN PENETAPAN 

MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN, PENGUJIAN, DAN PERSETUJUAN

KELAIKAN PETI KEMAS

(KOP SURAT INSTITUSI)

C ontoh  2

Kepada
Pengembalian Berkas
Permohonan Yth. (NAMA BADAN USAHA)

Di

Tempat

1. Menindaklanjuti Surat Saudara PT.....................nomor .................
tanggal..................perihal ......................

2. Mengalir butir 1 (satu) diatas, dapat kami sampaikan bahwa sesuai 
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
............................. Tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor
PetiKemas Terverifìkasi bahwa untuk mendapatkan kewenangan 
melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi Peti Kemas 
Badan Klasifikasi Yang Ditunjuk atau Badan Usaha Yang Ditunjuk 
harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 7 dalam Peraturan 
tersebut.

3. Terkait hai tersebut di atas, berdasarkan hasil penelitian atas 
persyaratan pada dokumen permohonan Saudara didapatkan 
beberapa hai yang harus diperbaiki/ dilengkapi, antara lain :
1)
2)

3)
dst.

4. Apabila persyaratan sebagaimana tercantum pada nomor 2 diatas 
telah dipenuhi/ diperbaiki maka Saudara dapat mengajukan kembali 
surat permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

5.
6. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL 
PERHUBUNGAN LAUT

Tembusan:
Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla

Nomor
Lampiran
Perihal
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Contoh 3
PENETAPAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN, PENGUJIAN, DAN 

PERSETUJUAN KELAIKAN PETI KEMAS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEHUBUNGAN LAUT 
NOMOR: ..............

TENTANG

PENUNJUKKAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN, PENGUJIAN DAN
PERSETUJUAN PETI KEMAS

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

Menimbang : bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.
......  Tahun 20........  tentang Kelaikan Peti Kemas dan
Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi telah diatur mengenai 
persyaratan penerbitan surat penunjukkan pelaksanaan 
pemeriksaan, pengujian dan persetujuan peti kemas 
terhadap Badan Klasifikasi atau Badan Usaha yang 
ditunjuk.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6543);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang 
perizinan berusaha berbasis resiko (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 
tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);

6. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1989 tentang 
Pengesahan International Convention for Save 
Containers (CSC) 1972 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1989 Nomor 20); dan

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.........
Tahun ...........  tentang Kelaikan Peti Kemas dan
Berat Kotor Petikemas Terverifikasi.
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

8. Surat Permohonan PT...................... Nomor
........ Tanggal........................ Perihal................

MEMUTUSKAN :
: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN 

LAUT TENTANG PENUNJUKKAN PELAKSANAAN 
PEMERIKSAAN, PENGUJIAN DAN PERSETUJUAN PETI 
KEMAS

: Bahwa PT .......  (nama Badan Usaha).... , dengan data
Perusahaan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : ........................................
Alamat : ........................................
Nomor Pokok Wajib Pajak : ........................................
Pengesahan Badan Usaha : ........................................
Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan : .....

: Sesuai hasil penelitian dan peninjauan lapangan 
terhadap persyaratan, bersama ini menyetujui dan
menunjuk PT .................... untuk melakukan kegiatan
Pemeriksaan, Pengujian Dan Persetujuan Peti Kemas atas 
nama Pemerintah Indonesia.

: Dalam melakukan kegiatan sebagaimana yang dimaksud 
dalam Diktum KEDUA, PT........  memiliki kewajiban :
a. melaksanakan pengawasan terhadap proses produksi 

Peti Kemas dan pemeliharaan Peti Kemas
b. melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang pelayaran dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
terkait lainnya;

c. menyampaikan laporan kegiatan setiap 6 (enam) 
bulan sekali kepada Direktur Jenderal yang paling 
sedikit memuat tentang:
1) pemilik Peti Kemas;
2) Pabrik Pembuat Peti Kemas;
3) Persetujuan Peti Kemas termasuk pengawasan 

pemeliharaan;
4) spesifikasi, gambar dan perhitungan Peti Kemas;
5) Peti Kemas yang tidak setujui atau dicabut 

persetujuannya.
d. melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal 

setiap terjadi perubahan persyaratan pada surat 
penunjukan pelaksanaan pemeriksaan, pengujian 
dan persetujuan Kelaikan Peti Kemas paling lama 14 
(empat belas) hari sejak terjadi perubahan; dan

e. menyiapkan data dan sistem informasi Kelaikan Peti 
Kemas yang dapat diakses langsung oleh Direktur 
Jenderal.
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KEEMPAT : Keputusan ini dapat dicabut apabila tidak memenuhi 
kewajibannya, melaksanakan sesuatu yang bertentangan 
peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan 
peraturan perundang-undangan terkait lainnya dan/ 
atau sesuai hasil evaluasi tahunan diketemukan tidak 
lagi memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri 
yang menjadi dasar penerbitan surat ini.

KELIMA : Keputusan ini dapat dicabut langsung tanpa melalui 
proses peringatan dalam hai melakukan kegiatan yang 
membahayakan keamanan Negara, dan Perusahaan 
menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan 
dari instansi yang berwenang.

KEENAM : Kegiatan Pemeriksaan, Pengujian Dan Persetujuan Peti
Kemas oleh PT.......  berlaku untuk diseluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KETUJUH : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan 
monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemeriksaan, 
Pengujian dan Persetujuan Peti Kemas di Indonesia oleh 
PT........  sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KEDELAPAN : Surat penunjukkan ini mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak 
tanggal ditetapkan dan setiap tahunnya akan dilakukan 
evaluasi oleh Direktur Jenderal.

Ditetapkan d i :  J a k a r t a .  
pada tanggal :

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Direktur Perkapalan dan Kepelautan; dan
6. Direktur Utama PT.... !......
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Contoh 4

BERITA ACARA EVALUASI PENETAPAN BADAN KLASIFIKASI

ATAU BADAN USAHA

(KOP SURAT INSTITUSI)

BERITA ACARA

EVALUASI TAHUNAN TERHADAP PT............  SEBAGAI BADAN KLASIFIKASI/BADAN USAHA
YANG DITUNJUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN, PENGUJIAN DAN PERSETUJUAN

KELAIKAN PETI KEMAS

Pada hari ini .......... tanggal...........  Tahun ......bertempat di........... pada
pukul..... telah dilaksanakan evaluasi tahunan terhadap PT..................... yang telah
ditunjuk melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan Persetujuan Kelaikan Peti 
Kemas.

Data Badan Klasifikasi atau Badan usaha yang ditunjuk sebagai berikut :

1. Nama Badan Klasifikasi atau Badan usaha : ..............
2. Alamat : .................
3. Direktur Utama : .................
4.........

Adapun hasil dari evaluasi tahunan sebagai berikut :

1........................................
2 ...................................................
3 ......................................
4 ......................................
5 ......................................

Bersama ini dapat disimpulkan bahwa hasil evaluasi tahunan terhadap
PT..........................., bahwa PT................ masih memenuhi persyaratan untuk
melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan Persetujuan Kelaikan Peti Kemas

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimanamestinya.

Tim pelaksana peninjauan lapangan 
1.....................
2 ...........................
3.....................

Mengetahui

Direktur Perkapalan dan Kepelautan
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Contoh 5

PEMBERITAHUAN UNTUK MELENGKAPI PERSYARATAN PEMENUHAN 

PERSYARATAN KELAIKAN PETI KEMAS TYPE DESIGN

(KOP SURATINSTITUSI

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi perbaikan untuk pemenuhan

persyaratan Kelaikan Peti Kemas type Design

Kepada Yth.......... (Pemohon)

Menindaklanjuti Surat dari PT......................nomor .................
tanggal..................perihal ...................... , dengan ini kami sampaikan hai -
hai sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, pemeriksaan dan pengujian terhadap 
permohonan Saudara untuk penerbitan sertifikat pemeriksaan dan 
pengujian peti kemas Type Design, didapatkan kekurangan sebagai berikut

a.............................
b............................
c.............................
d. dst.

2. Terkait hai tersebut diatas, bersama ini direkomendasikan untuk 
dilakukan perbaikan sesuai dengan sebagaimana dimaksud pada butir 1 
(satu) dan Saudara dapat mengajukan permohonan kembali setelah 
kekurangan tersebut telah dipenuhi.

3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(NAMA INSTITUSI) 

(STEMPEL/ CAP PERUSAHAA)

Tem busan :

(NAMA JELAS DAN TANDA 
TANGAN PENANGGUNG JAWAB 

PADA INSTITUSI)
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Contoh 6
SURAT PERSETUJUAN TERTULIS KEPADA PABRIK PEMBUAT PETI KEMAS

(KOP SURAT INSTITUSI)

Nomor :   Jakarta,
Lampiran : ........
Perihal : Persetujuan Kelaikan Peti Kemas Baru

Type Design

Kepada Yth. PT........ (Pabrik Pembuat Peti Kemas)

Menunjuk permohonan Saudara dengan surat n om or.......................  tanggal .................
perihal............................... , dengan ini kami sampaikan hai - hai sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil penelitian atas persyaratan, pemeriksaan dan pengujian Peti 

Kemas Type Design sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor........... tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas
Terverifikasi,dengan ini memberikan persetujuan Kelaikan Peti Kemas Baru 
dengan data-data Peti Kemas sebagai berikut:

Nama dan alamat pemilik : .............................................................
Name ofowner
Nama dan alamat pabrik Pembuat : .............................................................
Name of manufacturer

SPESIFIKASI TEKNIS
Nomor Peti Kemas : ................................................
Container Number
Nomor CSC : ................................................
CSC Number
Tanggal Pembuatan : ................................................
Date of Manufacture
Nomor Seri Pembuat : ................................................
Manufacture’s Serial Number
Jenis/Model : ................................................
Type/ Model
Berat Kotor Maksimal : ........K g ......... lb Berat Kosong : ......... K g ......... lb
Max Gross Weight (Kg) Tare Weight
Berat Muatan Maksimum : ........Kg .......... lb KapasitasPeti Kemas:  m3 .....
ft3
Payload Weight Cube Capacity
Berat tumpukan yang diijinkan untuk 1.8 g : ........K g ......... lb
Allowable Stacking Weight for 1.8G
Nilai Pengujian Pembebanan: ........K g ......... lb
Racking Test Load Value

2. Selanjutnya Pabrik Pembuat Peti Kemas atau Pemilik peti kemas wajib untuk 
menyediakan dan melekatkan Pelat Persetujuan Kelaikan pada setiap Peti Kemas 
yang diberikan persetujuan.

3. Demikian agar menjadi perhatian.
NAMA INSTANSI 

STEMPEL 
TANDA TANGAN

Tembusarv NAMA NIP/PANGKAT DAN JABATAN
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Contoh 7

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MELENGKAPI PERSYARATAN 

PERSETUJUAN KELAIKAN PETI KEMAS INDIVIDUAL

(KOP SURAT INSTITUSI)

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi perbaikan untuk pemenuhan

persyaratan Kelaikan Peti Kemas type Design

Kepada Yth..........  (Pemohon)

Menindaklanjuti Surat dari PT......................nomor .................
tanggal..................perihal ...................... , dengan ini kami sampaikan hai -
hai sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, pemeriksaan dan pengujian terhadap 
permohonan Saudara untuk penerbitan sertifìkat pemeriksaan dan 
pengujian peti kemas Type Design, didapatkan kekurangan sebagai berikut: 
a.............................
b............................
c...............................
d. dst.

2. Terkait hai tersebut diatas, bersama ini direkomendasikan untuk 
dilakukan perbaikan sesuai dengan sebagaimana dimaksud pada butir 1 
(satu) dan Saudara dapat mengajukan permohonan kembali setelah 
kekurangan tersebut telah dipenuhi.

3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(NAMA INSTITUSI) 

(STEMPEL/ CAP PERUSAHAA)

Tem busan :

(NAMA JELAS DAN TANDA 
TANGAN PENANGGUNG JAWAB 

PADA INSTITUSI)
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Contoh 8

SURAT PERSETUJUAN TERTULIS KELAIKAN 

PETI KEMAS BARU INDIVIDUAI.

(KOP SURAT INSTITUSI)
Nomor :   Jakarta,
Lampiran : .......
Perihal : Persetujuan Kelaikan Peti Kemas Baru

Individuai

Kepada Yth.........  ( (Pemilik/Pabrik Pembuat Peti Kemas)

Menunjuk permohonan Saudara dengan surat nomor ...................  tanggal
..............  perihal .......................... , dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut:
1. Mengalir butir 1 (satu) di atas, berdasarkan hasil penelitian atas persyaratan, 

pemeriksaan dan pengujian Peti Kemas Individuai sesuai dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor......... tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor
Peti Kemas Terverifikasi, dengan ini memberikan persetujuan (approvai) Peti 
Kemas dengan data-data Peti Kemas sebagai berikut:

Nama dan alamat pemilik : ...................................................
Name ofowner
Nama dan alamat pabrik Pembuat : ...................................................
Name of manufacturer

SPESIFIKASI TEKNIS
Nomor Peti Kemas : .......................................
Container Number
Nomor CSC : .......................................
CSC Number
Tanggal Pembuatan : .......................................
Date of Manufacture
Nomor Seri Pembuat : .......................................
Manufacture’s Serial Number
Jenis/Model : .......................................
Type/ Model
Berat Kotor Maksimal : ...... Kg........lb Berat Kosong : ........Kg........lb
Max Gross Weight (Kg) Tare Weight
Berat Muatan Maksimum : ...... Kg ........ lb KapasitasPeti Kemas:  m2 3 ....
ft3
Payload Weight Cube Capacity
Berat tumpukan yang diijinkan untuk 1.8 g : ...... Kg........lb
Allowable Stacking Weight for 1.8G
Nilai Pengujian Pembebanan : ...... Kg........lb
Racking Test Load Value

2. Selanjutnya Pabrik Pembuat Peti Kemas atau Pemilik peti kemas wajib untuk 
menyediakan dan melekatkan Pelat Persetujuan Kelaikan pada setiap Peti Kemas
yang diberikan persetujuan.
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3. Untuk Untuk menjadi perhatian Saudara, pemilik peti kemas wajib melakukan 
melakukan pemeliharaan agar tetap memenuhi persyaratan Kelaikan Peti Kemas 
dan mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor......... tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas
Terverifìkasi.

4. Demikian agar menjadi perhatian.

NAMA INSTANSI 

STEMPEL 

TANDA TANGAN

Tembusan: NAMA NIP/PANGKAT DAN JABATAN
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Contoh 9

SURAT PERSETUJUAN PETI KEMAS LAMA YANG TELAH DIGUNAKAN UNTUK
MENGANGKUT MUATAN

(KOP SURAT INSTITUSI)

Nomor : ........................  Jakarta,
Klasifikasi : ........................
Lampiran : ........................
Perihal : Persetujuan Kelaikan Peti Kemas Lama 

yang telah digunakan

Yth. PT......... (Pemilik Peti Kemas)

Menunjuk permohonan Saudara dengan surat nomor .....................
tanggal ................ perihal ............................ . dengan ini kami sampaikan hal-
hal sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap data dan informasi Peti Kemas lama 

yang telah digunakan, dengan ini memberi persetujuan (approvai) Peti 
Kemas dengan data-data Peti Kemas sebagai berikut :

Nama dan alamat pemilik : .......................................................
Name of owner

SPESIFIKASI TEKNIS
Nomor Peti Kemas : .........................................
Container Number
Nomor CSC : .........................................
CSC Number
Tanggal Pembuatan : .........................................
Date of Manufacture
Nomor Seri Pembuat : .........................................
Manufacture’s Serial Number
Jenis/Model : .........................................
Type/ Model
Berat Kotor Maksimal : ......Kg... ...lb Berat Kosong : .....Kg...... lb
Max Gross Weight (Kg) Tare Weight
Berat Muatan Maksimum : .....Kg... ....lb Kapasitas Peti Kemas: ....m2 3 ...
Payload Weight Cube Capacity
Berat tumpukan yang diijinkan untuk 1.8 g : .......Kg........ lb
Allowable Stacking Weight for 1.8G
Nilai Pengujian Pembebanan : .......Kg........ lb
Racking Test Load Value

2. Selanjutnya Pemilik peti kemas wajib untuk menyediakan dan melekatkan
Pelat Persetujuan Kelaikan pada setiap Peti Kemas yang diberikan 
persetujuan.
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3. Untuk menjadi perhatian Saudara, pemilik peti kemas wajib melakukan 
melakukan pemeliharaan agar tetap memenuhi persyaratan Kelaikan Peti 
Kemas dan mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor.......... tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor
Peti Kemas Terverifìkasi.

4. Demikian agar menjadi perhatian.

NAMA INSTANSI 

STEMPEL 

TANDA TANGAN

NAMA NIP/PANGKAT DAN JABATAN
Tembusan:



-58-

Contoh 10

SURAT PERSETUJUAN KELAIKAN PETI KEMAS YANG SUDAH DIPRODUKSI 

DAN BELUM MENDAPATKAN PERSETUJUAN PADA WAKTU PEMBUATAN

KOP SURAT INSTITUSI)

Nomor : ........................  Jakarta,
Klasifikasi : ........................
Lampiran : ........................
Perihal : Persetujuan Kelaikan Peti Kemas yang

telah diproduksi dan belum mendapatkan 
persetujuan

Yth. PT......... (Pemilik Peti Kemas)

Menunjuk permohonan Saudara dengan surat nomor .....................
tanggal ................ perihal ............................ , dengan ini kami sampaikan hal-
hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap data dan informasi Peti Kemas lama 
yang telah digunakan, dengan ini memberi persetujuan (approvai) Peti 
Kemas dengan data-data Peti Kemas sebagai berikut :

Nama dan alamat pemilik : .......................................................
Name of owner

SPESIFIKASI TEKNIS
Nomor Peti Kemas : .........................................
Container Number
Nomor CSC : .........................................
CSC Number
Tanggal Pembuatan : .........................................
Date of Manufacture
Nomor Seri Pembuat : .........................................
Manufacture’s Serial Number
Jenis/Model : .........................................
Type/ Model
Berat Kotor Maksimal : ....Kg... ...lb Berat Kosong : .....Kg...... lb
Max Gross Weight (Kg) Tare Weight
Berat Muatan Maksimum : .....Kg... ....lb Kapasitas Peti Kemas: ....m3.....  ft3
Payload Weight Cube Capacity
Berat tumpukan yang diijinkan untuk 1.8 g : .......Kg........ lb
Allowable Stacking Weight for 1.8G
Nilai Pengujian Pembebanan : .......Kg........ lb
Racking Test Load Value
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2. Selanjutnya Pemilik peti kemas wajib untuk menyediakan dan melekatkan 
Pelat Persetujuan Kelaikan pada setiap Peti Kemas yang diberikan 
persetujuan.

3. Untuk menjadi perhatian Saudara, pemilik peti kemas wajib melakukan 
melakukan pemeliharaan agar tetap memenuhi persyaratan Kelaikan Peti 
Kemas dan mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor.......... tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor
Peti Kemas Terverifikasi.

4. Demikian agar menjadi perhatian.

NAMA INSTANSI 

STEMPEL 

TANDA TANGAN

NAMA NIP/PANGKAT DAN JABATAN
Tembusan:
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Contoh 11

Pelat persetujuan kelaikan (CSC SAFETY APPROVAL PLATE)

CSC SAFETY APPROVAL

Baris 1 [RI -  Identitas yang menerbitkan / Referensi Persetujuan / Tahun 
Persetujuan]

Baris 2 DATE MANUFACTURED .................................................
Baris 3 IDENTIFICATION NUMBER .................................................
Baris 4 MAXIMUM OPERAT7NG GROSS MASS ................... kg ................... Ib

Baris 5 ALLOWABLE STACKING LOAD FOR 1,8 g ...................kg ...................Ib
Baris 6 TRANSVERSE RACKING TEST FORCE ...................  newtons
Baris 7 .......................................................................................................................
Baris 8 .......................................................................................................................
Baris 9 .......................................................................................................................

> 200 mm
Keterangan

>
mm

100

-M

Baris

Baris
Baris

Baris

Baris
Baris

Baris

Baris

1 diawali dengan RI kemudian nama badan usaha/ organisasi yang 
menerbitkan persetujuan, diikuti dengan referensi persetujuan dan 
tahun penerbitan persetujuan

2 Tanggal (bulan dan tahun) Produksi
3 Nomor Identitas pabrik pembuat Peti kemas atau dalam hai peti kemas 

lama tidak diketahui, maka nomor tersebut diperoleh dari Direktur 
jenderal

4 Berat Kotor Maksimal untuk Penggunaan Peti Kemas dinyatakan dalam 
satuan kilograms (kg) dan pounds (lb)

5 beban penumpukan yang di ijinkan pada 1,8 g
6 gaya pada pengujian Transverse Racking dinyatakan dalam satuan 

newtons
7 Kekuatan Ujung dinding (End wall Strength) harus di tunjukan pada 

plat hanya jika ujung dinding dirancang untuk menahan gaya kurang 
lebih 0,4 kali gaya gravitasi dengan muatan maksimum yang diijinkan 
yaitu 0,4 Pg.
contoh: End Wall Strength 0,5 P’

8 Kekuatan sisi dinding ( Side-Wall Strength) harus di tunjukan pada 
plat hanya jika sisi dinding dirancang untuk menahan gaya kurang 
lebih 0,6 kali gaya gravitasi dengan muatan maksimum yang diijinkan 
yaitu 0,6 Pg
contoh: Side Wall Strength 0,8 P’
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Baris

Baris

Baris

9 Tanggal pengujian perawatan pertama (bulan dan tahun) untuk Peti 
Kemas barn dan tanggal perawatan selanjutnya (bulan dan tahun) jika 
plat digunakan untuk tujuan ini

10 Jika pintu peti kemas disetujui untuk satu pintu keluar yang
dioperasikan, maka beban penumpukan yang di ijinkan untuk satu 
pintu keluar yang dioperasikan pada 1,8 g (ALLOWABLE STACKING 

LOAD ONE DOOR OFF FOR 1.8 g) harus ditunjukan pada plat didekat 
nilai stacking test ualue (lihat baris 5)

11 Jika pintu peti kemas disetujui untuk satu pintu keluar yang
dioperasikan, maka gaya pada pengujian Transverse Racking untuk 
satu pintu keluar (TRANSVERSE RACKING TEST FORCE ONE DOOR
OFF FOR 1.8 g) harus ditunjukan pada plat didekat nilai racking test 
value (lihat baris 6)
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BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN PERSETUJUAN PERALATAN 

PENENTUAN BERAT KOTOR PETI KEMAS TERVERIFIKASI ( VERIFIED GROSS

MASS/VGM) DENGAN METODE KE-1

C on toh  12

(KOP SURATINSTITUSI)

BERITA ACARA 

PENINJAUAN LAPANGAN

Pada hari ini ..........  tanggal............. Tahun ...... bertempat di............  pada
pukul.....  telah dilaksanakan peninjauan lapangan dalam rangka pemberiaan
Persetujuan Peralatan Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified 
Gross Mass / VGM) yang di gunakan oleh Shipper atau Pihak Ketiga dengan 
Metode Ke-1.

Data Shipper/Pihak ketiga sebagai berikut :

1. Nama : ...........................
2. Alamat : ...........................
3. Direktur Utama : ...........................
4..........

Adapun hasil dari peninjauan lapangan sebagai berikut :

1.............................................................
2 ...............................................................................
3 ............................................................
4 ............................................................
5 .............................................................

Bersama ini dapat disimpulkan bahwa hasil peninjauan lapangan terhadap
............................. , bahwa PT.......................dapat diberikan persetujuan
untuk melaksanakan Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified 
Gross Mass / VGM) dengan Metode Ke-1.

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimanamestinya.

Tim pelaksana peninjauan lapangan

1.......................
2 ..............................
3....................

Mengetahui

Direktur Perkapalan dan Kepelautan
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Contoh 13
SURAT PENGEMBALIAN BERKAS PERMOHONAN PERSETUJUAN PERALATAN 
PENENTUAN BERAT KOTOR PETI KEMAS TERVERIFIKASI (VERIFIED GROSS 

MASS/VGM) DENGAN MENGGUNAKAN METODE KE-1

(KOP SURAT INSTITUSI)

Nomor : Jakarta,
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi perbaikan untuk pemenuhan

persyaratan Persetujuan Peralatan 
Penentuan VGM Metode ke-1

Kepada Yth..........  (Pemohon)

Menindaklanjuti Surat Saudara PT .................. nomor .....  tanggal ............
Perihal ................, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
............................. Tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor
PetiKemas Terverifìkasi bahwa Shipper yang melakukan penentuan Berat 
Kotor Peti Kemas Terverifìkasi (Verified Gross Mass/VGM) dengan 
menggunakan metode ke-1 harus memenuhi persyaratan sebagaimana 
Pasal....ayat......

2. Terkait hai tersebut di atas, berdasarkan hasil penelitian atas persyaratan 
pada dokumen permohonan Saudara didapatkan beberapa hai yang harus 
diperbaiki/ dilengkapi, antara lain :
a.........................................
b.........................................
c ...........................................................
d.Dst

3. Apabila persyaratan sebagaimana tercantum pada nomor 2 (dua) diatas 
telah dipenuhi/ diperbaiki maka Saudara dapat mengajukan kembali surat 
permohonan kepada kami.

4. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PENYELENGGARA PELABUHAN 
STEMPEL 

TANDATANGAN 
NAMA / NIP

Tembusan :
- Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen Hubla
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Contoh 14

PERSETUJUAN PERALATAN PENENTUAN BERAT KOTOR PETI KEMAS 

TERVERIFIKASI ( VERIFIED GROSS MASS/VGM) DENGAN METODE KE-1

KOP SURAT PENYELENGGARA PELABUHAN

Persetujuan Peralatan Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi 
(Verified Gross Mass/VGM) dengan metode ke-1

Nomor :

Nama Skipper/ Pihak Ketiga : ......................
Name of Skipper/Third Party

Alamat lengkap Skipper/Pihak Ketiga : .......................
Address of Skipper/Tkird Party

Kontak dan email Skipper/Pihak Ketiga : .......................
Contact & email of Skipper/ Tkird Party

Nama dan Jabatan Penanggung Jawab : .......................
Name Responsible officiai

Peralatan penimbangan yang digunakan : .......................
Weigking equipments applied

lokas penimbangan : .......................
Location of weigking process

Dengan ini kami menyatakan bahwa PT....................... telah memenuhi
persyaratan PM.......... Tahun............ tentang Kelayakan Peti kemas dan Berat
Kotor Peti kemas terverifikasi dan disetujui untuk melakukan penimbangan 
menggunakan metode ke-1 dalam menentukan Berat Kotor Peti Kemas 
Terverifikasi.
We kereby state tkat ........ kas comply tke requirements of Ministry Regulation
PM......Years........  regarding Tke Safe of Container and Verified Gross Mass/
VGM, So approved to weigking using metkod 1 in determining tke container 
Verified Gross Mass/ VGM.

Persetujuan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan untuk 
di seluruh wilayah Indonesia dan dapat diperpanjang kembali.
Tke Approvai is valid witkin 2 years from tke date issued for all Indonesian area 
and may be extended more.

Diberikan d i ..........................Berlaku s/d .........................
Issued at Valid until

PENYELENGGARA PELABUHAN

STEMPEL

TANDATANGAN

NAMA/NIP
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BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN Persetujuan PENENTUAN BERAT 
KOTOR PETI KEMAS TERVERIFIKASI (VERIFIED GRÒ SS MASS/VGM)

C on toh  15

(KOP SURATINSTITUSI)

BERITA ACARA 
PENINJAUAN LAPANGAN

Pada hari ini ..........  tanggal............. Tahun ...... bertempat di............  pada
pukul.....  telah dilaksanakan peninjauan lapangan dalam rangka pemberiaan
Persetujuan Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verifìed Gross 
Mass/ VGM) yang di gunakan Shipper atau Pihak Ketiga dengan metode ke-2.

Data Shipper/Pihak ketiga sebagai berikut :

1. Nama : ...........................
2. Alamat : ...........................
3. Direktur Utama : ...........................
4................................

Adapun hasil dari peninjauan lapangan sebagai berikut :

1.................................................................
2..................................................................
3 ................................................................
4 ................................................................
5 .................................................................

Bersama ini dapat disimpulkan bahwa hasil peninjauan lapangan terhadap
..............................  bahwa PT......................dapat diberikan persetujuan
untuk melaksanakan Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verifìed 
Gross Mass / VGM) dengan Metode Ke-2.

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Tim pelaksana peninjauan lapangan

1..........................
2...........................
3........................

Mengetahui

Direktur Perkapalan dan Kepelautan
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KOP SURATINSTITUSI)

C ontoh  16

Nomor : Jakarta,
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi perbaikan untuk pemenuhan

persyaratan Persetujuan Peralatan 
Penentuan VGM Metode ke-1

Kepada Yth..........  (Pemohon)

Menindaklanjuti Surat Saudara PT .................. nomor .....  tanggal ............
Perihal................, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
............................. Tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor
PetiKemas Terverifikasi bahwa Shipper yang melakukan penentuan Berat 
Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/ VGM) dengan 
menggunakan metode ke-1 harus memenuhi persyaratan sebagaimana 
Pasal....ayat......

2. Terkait hai tersebut di atas, berdasarkan hasil penelitian atas persyaratan 
pada dokumen permohonan Saudara didapatkan beberapa hai yang harus 
diperbaiki/ dilengkapi, antara lain :
a.........................................
b.........................................
c ...................................................
d.Dst

3. Apabila persyaratan sebagaimana tercantum pada nomor 2 (dua) diatas 
telah dipenuhi/ diperbaiki maka Saudara dapat mengajukan kembali surat 
permohonan kepada kami.

4. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

P E N YE LE N G G A R A  PE LA B U H A N

STE M PE L

TA N D A TA N G A N

Tembusan :
- Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen Hubla
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PERSETUJUAN PENENTUAN BERAT KOTOR PETI KEMAS TERVERIFIKASI 
( VERIFIED GROSS MASS/VGM) DENGAN METODE KE-2

C ontoh  17

KOP SURAT PENYELENGGARA PELABUHAN

Persetujuan Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi 
(Verified Gross Mass/VGM) dengan metode ke-2

Nomor :

Nama Shipper/ Pihak Ketiga : ..............................................
Name of Shipper/ Third Party

Alamat lengkap Skipper/Pihak Ketiga : ..............................................
Address of Skipper/ Third Party

Kontak dan email Skipper/Pihak Ketiga : ..............................................
Contact & email of Skipper/ Third Party

Nama dan Jabatan Penanggung Jawab : ..............................................
Name Responsible officiai

Peralatan penimbangan yang digunakan : ..............................................
Weighing equipments applied

Alamat lokas penimbangan : ..............................................
Location of weighing process

Dengan ini kami menyatakan bahwa PT.......................  telah memenuhi
persyaratan PM.......... Tahun............ tentang Kelayakan Peti kemas dan Berat
Kotor Peti kemas terverifikasi dan disetujui untuk melakukan penimbangan 
menggunakan metode ke-2 dalam menentukan Berat Kotor Peti Kemas 
Terverifikasi.
We hereby state that .......  has comply thè requirements of Ministry Regulation
PM......Years........ regarding The Safe of Container and Verified Gross Mass/
VGM, So approved to weighing using method 2 in determining thè container 
Verified Gross Mass/ VGM.

Persetujuan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan untuk 
di seluruh wilayah Indonesia dan dapat diperpanjang kembali.
The Approvai is valid within 2 years from thè date issued for all Indonesian area 
and may be extended more.

Diberikan d i .......................... Berlaku s/d.........................
Issued at Valid until

PENYELENGGARA PELABUHAN

STEMPEL

TANDATANGAN

NAMA/NIP
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PERSETUJUAN BADAN USAHA UNTUK MELAKSANAKAN SERTIFIKASI BERAT 
KOTOR PETI KEMAS TERVERIFIKASI (VERIFIED GROSS MASS/VGM)

C on toh  18

(KOP SURATINSTITUSI)

Nomor : Jakarta,
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi perbaikan untuk

pemenuhan persyaratan Persetujuan 
Badan Usaha Sertifikasi VGM

Kepada Yth..........  (Pemohon)

Menindaklanjuti Surat Saudara PT .................. nomor .....  tanggal ...........
Perihal................, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
............................. Tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti
Kemas Terverifìkasi disebutkan untuk memperoleh persetujuan 
melaksanakan Sertifikasi terhadap dokumen berat kotor Peti Kemas 
terverifìkasi (VGM), badan Usaha wajib memenuhi persyaratan Pasal 49 
ayat 2.

2. Terkait hai tersebut di atas, berdasarkan hasil penelitian atas persyaratan 
pada dokumen permohonan Saudara didapatkan beberapa hai yang harus 
diperbaiki/ dilengkapi, antara lain :
a..........................................
b..........................................
c..............................................
d. Dst

3. Apabila persyaratan sebagaimana tercantum pada nomor 2 (dua) diatas 
telah dipenuhi/ diperbaiki maka Saudara dapat mengajukan kembali surat 
permohonan kepada kami.

4. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PENYELENGGARA PELABUHAN 
STEMPEL 

TANDATANGAN 
NAMA / NIP

Tembusan :
- Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen Hubla
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SERTIFIKAT BERAT KOTOR PETI KEMAS TERVERIFIKASI ( VERIFIED GROSS
MASS/VGM)

KOP SURAT PENYELENGGARA PELABUHAN

C ontoh  19

Persetujuan Badan Usaha untuk melaksanakan Sertifikasi Berat Kotor Peti 
Kemas Terveriflkasi (Verified Gross Mass/VGM)

Nomor :

Nama Badan Usaha : ........................................................
Company Name

Alamat lengkap Badan Usaha : ........................................................
Company address

Kontak dan email Badan Usaha : ........................................................
Contact & email of company

Nama dan Jabatan Penanggung Jawab : ........................................................
Name Responsible officiai

Perjanjian dengan skipper/pihak ketiga: ........................................................
Agreement from skipper/ third party

Metode penimbang yang dilakukan shipper/ pihak ketiga : ............................
Weigkting metkod carry out by skipper/ tkird party

Dengan ini kami memberikan persetujuan kepada PT ..........................  untuk
melakukan sertifikasi berat kotor peti kemas terveriflkasi. atas keinginan dan
kesepakatan dari shipper/pihak ketiga di lokasi Pelabuhan .....................
We kereby give approve to PT.............................. to conducting certification of
Container Verified Gross Mass/VGM, upon self willingness and agreement of 
skipper/ tkird party at port o f ....................

Sertifikat VGM yang diterbitkan hanya berlaku sepanjang peti kemas beserta 
muatannya tidak dilakukan pembongkaran.
VGM certificate only valid as long as tke container and its cargo inside are not 
disckarge from container.

Diberikan d i ...................................Berlaku s/d .........................
Issued at Valid until

PENYELENGGARA PELABUHAN

STEMPEL

TANDATANGAN

NAMA/NIP
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Contoh 20
PEMBERITAHUAN UNTUK MELENGKAPI PERSYARATAN PERSETUJUAN 

BENGKEL USAHA PERBAIKAN PETI KEMAS

(KOP SURATINSTITUSI)

Nomor : Jakarta,
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi perbaikan untuk

pemenuhan persyaratan Persetujuan 
Badan Usaha Perbaikan Peti Kemas

Kepada Yth..........  (Pemohon)

Menindaklanjuti Surat Saudara PT .................. nomor .....  tanggal ...........
Perihal................, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
.............................  Tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti
Kemas Terverifikasi disebutkan untuk mendapatkan persetujuan bengkel 
Usaha Perbaikan Peti Kemas, badan usaha atau badan hukum Indonesia 
wajib memenuhi persyaratan dalam Pasal 57.

2. Berdasarkan hasil penelitian atas persyaratan untuk mendapatkan 
Persetujuan Bengkel Usaha Perbaikan Peti Kemas terhadap surat 
permohonan Saudara terdapat kekurangan sebagai berikut:
a.........................................
b.........................................
c...........................................
d.Dst

3. Apabila persyaratan sebagaimana tercantum pada nomor 2 (dua) diatas 
telah dipenuhi/ diperbaiki maka Saudara dapat mengajukan kembali surat 
permohonan kepada kami.

4. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PENYELENGGARA PELABUHAN 
STEMPEL 

TANDATANGAN 
NAMA / NIP

Tembusan :
- Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen Hubla
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PERSETUJUAN BENGKEL USAHA PERBAIKAN PETI KEMAS

C on toh  21

PERSETUJUAN BENGKEL USAHA PERBAIKAN PETI KEMAS
APPROVAL OF CONTAINER REPAIR COMPANY

Nomor :
Number

Nama Perusahaan : ...........................................
Company Name

Alamat lengkap Perusahaan : ...........................................
Company Name

Nama dan Jabatan Penanggung Jawab : ............................................
Name and Position of Responsible person

Alamat Penanggung Jawab : .............................................
Address of Responsible person

Dengan ini kami menyatakan bahwa PT............... telah memenuhi persyaratan
PM..........  Tahun............ tentang Kelayakan Peti kemas dan Berat Kotor Peti
kemas terverifikasi dan disetujui sebagai Bengkel Usaha Perbaikan Peti Kemas
We hereby state that PT.........  has comply thè requirements of Ministry
Regulation PM...... Years........  regarding The Safe of Container and Verified
Gross Mass/ VGM, So approved as Container Repair Company.

Surat Persetujuan Usaha Perbaikan Peti Kemas ini ini berlaku selama...........
tahun sejak tanggal dikeluarkan untuk di seluruh wilayah Indonesia dan dapat 
diperpanjang kembali.
Approvai For Container Repair Company is valid within ............from thè date
issued to throughout in all Indonesia area fo r ......year dan may be extended.

Diberikan di................................ Berlaku s/d .........................
Issued a t .................................... Valid until

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT 
Director General Of Sea Transportation
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TANDA PENAHANAN/ LARANGAN PENGGUNAAN PETI KEMAS

C on toh  22

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY TRANSPORTATION OF REPUBLIC INDONESIA

PETI KEMAS INI DILARANG
DIGUNAKAN SEBAGAI BAGIAN 
DARI ALAT ANGKUT DI KAPAL

THIS CONTAINER  
NOT APPROVED FOR TRANSPORT

PASAL 57 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Setiap orang yang menggunakan peti kemas sebagai bagian dari alat angkut tanpa 
memenuhi persyaratan kelaikan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat 
(1) yang mengakibatkan timbulnya korban atau kerugian harta benda dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 
(tiga ratus iuta rupiah)
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Contoh 23

SURAT PEMBEBASAN PETI KEMAS YANG TELAH DIPERBAIKI 
DAN MEMENUHI PERSYARATAN KELAIKAN PETIKEMAS

(KOP PENYELENGGARA PELABUHAN)

Nomor : Jakarta,
Klasiflkasi :
Lampiran :
Perihal : Pembebasan Peti Kemas yang Telah Diperbaiki

dan Memenuhi Persyaratan Kelaikan Petikemas

Kepada Yth........................... (Nama Pemilik Peti Kemas/ Nakhoda Kapal)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor .............................  Tentang
Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi Pasal 70 ayat (1) bahwa dalam 
hai Peti Kemas yang diberi tanda larangan atau tanda penghentian telah diperbaiki dan 
menurut petugas pengawas telah memenuhi kelaikan Peti Kemas, maka Peti Kemas harus 
diizinkan untuk digunakan dengan cara melepas tanda larangan atau tanda penghentian 
sementara dan menyerahkan surat pembebasan kepada pemilik Peti Kemas atau Nakhoda. 

Sehubungan dengan hai tersebut diatas, kami sampaikan sebgaia berikut:
1. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan di ... (sebutkan lokasi pemeriksaan) ....

oleh .....  (sebutkan nama pemeriksa petikemas) terhadap Peti Kemas dengan dengan
spesifikasi sebagai berikut :

- Pemilik : ...............................................................
- Nomor CSC : ...............................................................
- Nomor petikemas : ................................................................
- Nomor ISO Code : ...............................................................

dinyatakan telah memenuhi persyaratan kelaikan petikemas.

2. Terkait hai tersebut diatas, bersama ini direkomendasikan untuk dilakukan pencabutan 
tanda larang yang terpasang pada peti kemas dan peti kemas tersebut dapat dipergunakan 
kembali sebagai bagian dari alat angkut, dan pencabutan tanda larangan harus dilakukan 
oleh petugas yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(PENYELENGGARA PELABUHAN)

(STEMPEL)
TANDA TANGAN 

NAMA JELAS / NIP

MENTERI PERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

sesuai dengan aslinya 
BIRO HUKUM,

DANANG RUSDIHANTO
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LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR PM 25 TAHUN 2022 
TENTANG KELAIKAN PETI KEMAS DAN 
BERAT KOTOR PETI KEMAS TERVERIFIKASI

PEDOMAN TEKNIS PENGUJIAN BEBAN PETI KEMAS LAMA

1. PENGANGKATAN / LIFTING
Peti Kemas, memiliki Beban internai yang ditentukan, harus diangkat sedemikian rupa sehingga tidak ada gaya akselerasi yang 
signifikan yang diterapkan. Setelah diangkat, peti kemas harus didiamkan atau ditumpu selama lima menit dan kemudian 
diturunkan ke lantai.

(A) PENGANGKATAN DARI CORNER FITTING

BEBAN UJI DAN GAYA YANG DITERAPKAN TEKNIS PENGUJIAN
Beban internai:
Beban terdistribusi secara merata sehingga total berat peti 
kemas dan beban uji sama dengan 2 R. Untuk peti kemas 
tangki, saat beban uji dari beban internai ditambah berat 
kosong lebih kecil dari 2R, beban tambahan, yang terdistribusi 
melebihi panjang tangki harus ditambahkan ke peti kemas.

Gaya yang diterapkan secara eksternal:
Sebagaimana untuk mengangkat total berat 2 R dengan cara 
yang telah ditentukan sesuai Prosedur Pengujian.

1) Pengangkatan dari corner fìtting  bagian atas:
Peti Kemas yang panjangnya lebih dari 3.000 mm (10 kaki) 
(nominai) harus memiliki gaya angkat yang diterapkan secara 
vertikal pada keempat corner fìtting dibagian atas.
Peti kemas dengan panjang 3.000 mm (10 kaki) (nominai) harus 
memiliki gaya angkat yang diterapkan pada keempat corner 
fìtting bagian atas, sedemikian rupa sehingga sudut yang 
terbentuk antara masing-masing pengangkat dan garis vertikal 
sebesar 30°.

2) Pengangkatan dari corner fìtting  bagian bawah:
Peti Kemas harus memiliki gaya angkat yang diterapkan 
sedemikian rupa sehingga pengangkat hanya bertumpu pada 
corner fìtting bagian bawah. Gaya angkat harus diterapkan pada 
sudut horizontal:
• 30° untuk peti kemas dengan panjang 12.000 mm (40 feet) 

atau lebih;
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• 37° untuk peti kemas dengan panjang 9.000 mm (30 feet) 
hingga kurang dari 12.000 mm (40 feet),

• 45° untuk peti kemas dengan panjang 6.000 mm (20 feet) 
hingga kurang dari 9.000 mm (30 feet),

• 60° untuk peti kemas kurang dari 6.000 mm (20 feet).

(B) PENGANGKATAN DENGAN METODE TAMBAHAN LAINNYA

BEBAN UJI DAN GAYA YANG DITERAPKAN TEKNIS PENGUJIAN
Beban internai:
Beban terdistribusi secara merata sehingga berat total peti 
kemas dan beban uji sama dengan 1,25 R.

Gaya yang diterapkan secara eksternal:
Sebagaimana untuk mengangkat berat gabungan 1,25 R dengan 
cara yang telah ditentukan sesuai Prosedur Pengujian.

Beban internai:
Beban terdistribusi secara merata sehingga berat total peti 
kemas dan beban uji sama dengan 1,25 R. Untuk peti kemas 
tangki, saat beban uji dari beban internai ditambah berat kosong 
lebih kecil dari 1,25 R, beban tambahan, yang terdistribusi melebihi 
panjang tangki harus ditambahkan ke peti kemas.

Gaya yang diterapkan secara eksternal:
Sebagaimana untuk mengangkat berat total 1,25 R dengan cara 
yang telah ditentukan sesuai Prosedur Pengujian.

1) Pengangkatan dari lubang forklift
Peti kemas harus ditempatkan pada balok yang berada pada 
bidang horizontal yang sama, satu balok berpusat di dalam 
setiap lubang forklift yang digunakan untuk mengangkat peti 
kemas yang akan dimuat. Balok harus memiliki lebar yang sama 
dengan bagian fork yang dimaksudkan untuk digunakan dalam 
penanganan, dan harus diproyeksikan ke dalam fork pocket 
sebesar 75% dari panjang fork pocket.

2) Mengangkat dari posisi lengan grappler.
Peti kemas harus ditempatkan pada bantalan pada bidang 
horisontal yang sama, satu di bawah setiap posisi lengan 
grappler. Bantalan ini harus memiliki ukuran yang sama dengan 
area pengangkatan lengan grappler yang dimaksud untuk 
digunakan.

3) Metode Lain
Jika Peti Kemas dirancang untuk diangkat dalam kondisi 
pemuatan dengan metode apa pun yang tidak disebutkan dalam 
(A) atau (B) (i) dan (ii), Peti Kemas juga harus diuji dengan beban 
internai dan gaya eksternal yang diterapkan yang mewakili dari 
kondisi akselerasi yang sesuai dengan metode tersebut.
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2. PENUMPUKAN / STACKING
1. Untuk kondisi transportasi internasional di mana akselerasi vertikal maksimum bervariasi secara signifikan dari 1,8 g dan jika 

peti kemas tersebut Mampu dan efektif terbatas pada kondisi transportasi tersebut, beban penumpukan dapat bervariasi 
dengan rasio yang sesuai dari gaya akselerasi.

2. Setelah berhasil menyelesaikan tes ini, peti kemas dapat dinilai berat penumpukan statis yang diijinkan, yang harus tercantum 
pada Safety Approvai Piate dengan tanda : “ALLOWABLE STACKING LOAD FOR 1,8 g (kilogram dan lb.)”.

BEBAN UJI DAN GAYA YANG DITERAPKAN TEKNIS PENGUJIAN
Beban internai:
Beban terdistribusi secara merata sehingga berat total peti 
kemas dan beban uji sama dengan 1,8 R. Peti Kemas tangki 
dapat diuji dalam kondisi kosong/ tara.

Peti Kemas, memiliki beban internai yang ditentukan, harus 
ditempatkan pada empat bantalan level yang pada gilirannya 
didukung pada permukaan horizontal yang kaku, satu di bawah 
setiap pas sudut bawah atau struktur sudut yang setara. Bantalan 
harus dipusatkan di bawah fiting dan harus memiliki dimensi 
rencana yang kira-kira sama dengan fiting.

Gaya yang diterapkan secara eksternal:
Sebagaimana untuk menempatkan masing-masing dari empat 
corner fitting bagian atas ke gaya vertikal ke bawah yang sama 
dengan 1/4 x 1,8 x beban penumpukan statis.

Setiap Gaya Yang Diterapkan Secara Eksternal wajib diterapkan 
pada setiap fiting sudut melalui Pitting sudut uji yang sesuai atau 
melalui bantalan dari dimensi rencana yang sama. Pemasangan 
sudut atau bantalan uji harus diimbangi dengan pemasangan sudut 
atas peti kemas sebesar 25 mm (1 in.) Lateral dan 38 mm (1 1/2 in.) 
Secara longitudinal.

3. BEBAN TERPUSAT/  CONCENTRATED LOAD

BEBAN UJI DAN GAYA YANG DITERAPKAN TEKNIS PENGUJIAN

a. Bagian Atap

Beban internai:
Tidak ada

Kekuatan Yang Diterapkan Secara Eksternal harus diterapkan 
secara vertikal ke bawah ke permukaan terluar dari area terlemah 
pada atap peti kemas.

Gaya yang diterapkan secara eksternal:
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Gaya gravitasi terkonsentrasi 300 kg (660 lbs.) Terdistribusi 
secara merata di area seluas 600 mm x 300 mm (24 in. X 12
in-)-________________________________________________________

b. Bagian Lantai
Beban internai:
Dua beban terkonsentrasi masing-masing 2.730 kg (6.000 lbs.) 
Dan masing-masing ditambahkan ke lantai Peti Kemas melalui 
area kontak 142 cm 2 (22 sq. In.)

Pengujian harus dilakukan dengan peti kemas bertumpu pada 
penyangga tingkat empat di bawah empat sudut dasarnya 
sedemikian rupa sehingga struktur dasar peti kemas bebas untuk 
dibelokkan.

Gaya yang diterapkan secara eksternal:
Tidak ada
4. TEGANGAN MELINTANG / TRANSVERSE RACKING

BEBAN UJI DAN GAYA YANG DITERAPKAN TEKNIS PENGUJIAN
Beban internai:
Tidak Ada

Peti kemas dalam kondisi tara/kosong harus ditempatkan pada 
empat penyangga tingkat, di bawah setiap sudut bawah kontainer 
dan harus ditahan terhadap gerakan lateral dan vertikal dengan 
menggunakan perlengkapan penyangga sehingga diatur bahwa 
pengekangan lateral dilengkapi hanya di sudut bawah secara 
diagonal berlawanan dengan yang di mana kekuatan diterapkan.

Gaya yang diterapkan secara eksternal:
Sebagaimana untuk menyusun struktur ujung peti kemas ke 
samping. Gaya harus sama dengan gaya yang dirancang peti 
kemas.

Gaya Yang Diterapkan Secara Eksternal harus diterapkan baik 
secara terpisah atau bersamaan di masing-masing cornerfitting atas 
pada satu sisi peti kemas dalam garis sejajar keduanya pada dasar 
dan ke bidang ujung-ujung peti kemas. Gaya harus diterapkan 
terlebih dahulu ke dan kemudian dari Corner fitting atas.
Dalam hai Peti Kemas yang masing-masing ujungnya simetris 
dengan garis tengah vertikalnya sendiri, hanya satu sisi yang perlu 
diuji, tetapi kedua sisi peti kemas dengan ujung yang asimetris 
harus diuji.
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5. KETAHAHAN MEMANJANG / LONGITUDINAL RESTRAINT/STATIC TEST
Ketika merancang dan membangun Peti Kemas, harus di perhatikan bahwa Peti Kemas, ketika dibawa oleh moda transportasi 
darat dapat menahan percepatan 2 g yang diterapkan secara horizontal di arah memanjang________________________________

BEBAN UJI DAN GAYA YANG DITERAPKAN TEKNIS PENGUJIAN
Beban internai:
Beban yang terdistribusi secara merata, sehingga total berat peti 
kemas dan beban uji sama dengan berat kotor operasi 
maksimum, (R). Untuk peti kemas tangki, ketika berat beban 
internai ditambah berat kosong lebih kecil dari berat kotor 
maksimum (R), beban tambahan harus ditambahkan ke peti 
kemas.

Peti kemas yang memiliki beban internai yang ditentukan harus 
ditahan secara memanjang dengan mengamankan dua cornerfitting 
bawah atau struktur sudut yang setara di satu ujung ke titik 
penyangga (anchor point) yang sesuai.

Gaya yang diterapkan secara eksternal:
Sebagaimana untuk setiap sisi peti kemas pada gaya tekan 
longitudinal dan gaya tarik magnitudo (Rg), yaitu, gaya 
gabungan dari 2Rg pada dasar peti kemas secara keseluruhan.

Gaya Yang Diterapkan Secara Eksternal harus diterapkan terlebih 
dahulu ke dan dari titik jangkar (anchorpoint). Setiap sisi peti kemas 
harus diuji.

6. OPERASI SATU PINTU / ONE DOOR OFF OPERATION
6.1 Peti kemas dengan satu pintu yang di lepas memiliki pengurangan cukup besar di kemampuan untuk menahan gaya 

penyusunan/racking dan berpotensi, pengurangan di kekuatan penumpukan/ stacking. Pelepasan pintu peti kemas dalam 
operasinya dipertimbangkan sebagai modifikasi peti kemas. Peti kemas harus mendapat persetujuan untuk satu pintu keluar 
yang beroperasi/one door off operation. Persetujuan tersebut harus didasarkan pada hasil uji/tes sebagaimana tercantum 
dibawah.

6.2 Setelah berhasil menyelesaikan uji penumpukan/stacking, peti kemas dapat dinilai untuk massa penumpukan yang diijinkan, 
yang harus tercantum pada Plat Persetujuan Keselamatan (CSC Piate) tepat di bawah baris 5 dengan tanda: “ALLOWABLE 
STACKING MASS FOR 1.8 g (kg and Ibs) ONE DOOR OFF”.

6.3 Setelah berhasil menyelesaikan uji penyusunan melintang/ transverse racking, gaya kekuatan harus tercantum pada Plat 
Persetujuan Keselamatan (CSC Piate) tepat di bawah baris 6 dengan tanda: “TRANSVERSE RACKING TEST FORCE ONE DOOR 
OFF (Newtons)”.
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BEBAN UJI DAN GAYA YANG DITERAPKAN TEKNIS PENGUJIAN
Penumpukan / Stacking

Beban internai:
Beban yang terdistribusi merata sehingga total berat peti 
kemas dan beban uji sama dengan 1,8 R

Kekuatan yang diterapkan secara eksternal:
Seperti untuk menempatkan setiap empat corner fitting atas 
pada gaya vertikal ke bawah sama dengan 0,25 x 1,8 x gaya 
gravitasi dari beban penumpukan statis yang diijinkan.

Prosedur Uji harus sebagaimana di atur pada Uji Penumpukan / 
Stacking

Penyusunan Melintang/ Transverse Racking
Beban internai:
Tidak ada
Kekuatan yang diterapkan secara eksternal:
Sebagaimana untuk menyusun struktur ujung peti kemas ke 
sisi. Gaya harus sama dengan gaya peti kemas yang dirancang.

Prosedur Uji harus sebagaimana di atur pada Uji Penyusunan 
melintang / Transverse Racking

MENTERI PERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI
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LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR PM 25 TAHUN 2022 
TENTANG KELAIKAN PETI KEMAS DAN BERAT 
KOTOR PETI KEMAS TERVERIFIKASI

KRITERIA KERUSAKAN STRUKTUR PETI KEMAS DAN LANGKAH PENANGANANNYA

(I) (II) (HI) (IV) (V) (vi) __________ (VII]__________

KOMPONEN
SENSITIF

PADA
STRUKTUR

PETI
KEMAS

KERUSAKAN SERIUS 
YANG DISYARATKAN 

UNTUK SEGERA TIDAK 
DIGUNAKAN (LIHAT 

SECTION 10.5)

KERUSAKAN 
YANG HARUS 

DIINFORMASIK 
AN KEPADA 

PEMILIK 
UNTUK 

PEMBATASAN 
PENGGUNAAN

PEMBATASAN DITERAPKAN JIKA TERJADI KERUSAKAN MENURUT KOLOM (III)

PETI KEMAS KOSONG PETI KEMAS BERMUATAN

MODA
TRAN SPO RTASI 

LAUT

MODA
TRAN SPORTASI 

LAINNYA

MODA
TRAN SPO RTASI 

LAUT

MODA TRANSPORTASI 
LAINNYA

Rei atas 
(Top rail)

Deformasi lokal lebih 
dari 60 mm atau 
pemisahan atau 
retakan atau robekan 
pada material rrel yang 
panjangnya lebih dari 
45 mm.
(lihat catatan 1)

Deformasi lokal 
di lebih dari 40 
mm atau 
pemisahan atau 
retakan atau 
robekan pada 
material rei 
yang
panjangnya 
lebih dari 10 
mm.

Tidak ada 
pembatasan

Tidak ada 
pembatasan

Tidak boleh 
mengangkat 
dari bagian 
bawah,
pengangkatan 
hanya pada 
bagian atas 
dengan hanya 
menggunakan 
alat spreaders 
tanpa rantai

Tidak boleh mengangkat 
dari bagian bawah, 
pengangkatan hanya 
pada bagian atas dengan 
hanya menggunakan alat 
spreaders tanpa rantai
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(I) (II) (HI) (IV) _________ (V)_________ (VI)___________________(vii)

KOMPONEN
SENSITIF

PADA
STRUKTUR

PETI
KEMAS

KERUSAKAN SERIUS 
YANG DISYARATKAN 

UNTUK SEGERA TIDAK 
DIGUNAKAN (LIHAT 

SECTION 10.5)

KERUSAKAN 
YANG HARUS 

DIINFORMASIK 
AN KEPADA 

PEMILIK 
UNTUK 

PEMBATASAN 
PENGGUNAAN

PEMBATASAN DITERAPKAN JIKA TERJADI KERUSAKAN MENURUT KOLOM (III)

PETI KEMAS KOSONG PETI KEMAS BERMUATAN

MODA
TRAN SPORTASI 

LAUT

MODA
TRAN SPO RTASI 

LAINNYA

MODA
TRAN SPO RTASI 

LAUT

MODA TRAN SPORTASI 
LAINNYA

(lihat catatan 1)

Catatan 1:
On some designs of tank containers thè top rail is not a structura ly significant component.

Rei alas 
(Bottoni 

rail)

Deformasi lokal tegak 
lurus lebih dari 100 
mm atau retakan atau 
robekan pada material 
rei yang panjangnya 
lebih dari 75 mm.
(lihat catatan 2)

Deformasi lokal 
tegak lurus 
lebih dari 60 
mm atau 
retakan atau 
robekan pada 
material rei di 
flensa atas yang 
panjangnya 
lebih dari 25 
mm atau dari 
web pada 
panjang 
berapapun.

Tidak ada 
pembatasan

Tidak ada 
pembatasan

Tidak boleh 
mengangkat di 
bagian
manapun pada 
Sudut pas 
(corner fitting)

Tidak boleh mengangkat 
di bagian manapun pada 
Sudut pas (corner fitting)
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(I) (II) (HI) (IV) (V) (VI)_______ ___________ (VII)

KOMPONEN
SENSITIF

PADA
STRUKTUR

PETI
KEMAS

KERUSAKAN SERIUS 
YANG DISYARATKAN 

UNTUK SEGERA TIDAK 
DIGUNAKAN (LIHAT 

SECTION 10.5)

KERUSAKAN 
YANG HARUS 

DIINFORMASIK 
AN KEPADA 

PEMILIK 
UNTUK 

PEMBATASAN 
PENGGUNAAN

PEMBATASAN DITERAPKAN JIKA TERJADI KERUSAKAN MENURUT KOLOM (III)

PETI KEMAS KOSONG PETI KEMAS BERMUATAN

MODA
TRANSPORTASI

LAUT

MODA
TRANSPORTASI

LAINNYA

MODA
TRANSPORTASI

LAUT

MODA TRANSPORTASI 
LAINNYA

(lihat catatan 2)

Note 2
material bottom rail tida < termasuk flensa bawah rail

Struktur 
atas pintu 
(Header)

Deformasi lokal pada 
struktur atas pintu 

(header) lebih dari 80 
mm atau retakan atau 

robekan dengan panjang 
lebih dari 80 mm

Deformasi lokal 
struktur atas 
pintu (header) 
lebih dari 50 

mm atau 
retakan atau 

robekan dengan 
panjang lebih 
dari 10 mm

Peti Kemas tidak 
boleh ditumpuk 

dengan peti kemas 
lain

Tidak ada 
pembatasan

Peti Kemas tidak 
boleh ditumpuk 

dengan peti 
kemas lain

Tidak ada pembatasan
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(I) (II) (HI) (IV) (V) (VI) __________ (VII)__________

KOMPONEN
SENSITIF

PADA
STRUKTUR

PETI
KEMAS

KERUSAKAN SERIUS 
YANG DISYARATKAN 

UNTUK SEGERA TIDAK 
DIGUNAKAN (LIHAT 

SECTION 10.5)

KERUSAKAN 
YANG HARUS 

DIINFORMASIK 
AN KEPADA 

PEMILIK 
UNTUK 

PEMBATASAN 
PENGGUNAAN

PEMBATASAN DITERAPKAN JIKA TERJADI KERUSAKAN MENURUT KOLOM (III)

PETI KEMAS KOSONG PETI KEMAS BERMUATAN

MODA
TRANSPORTASI

LAUT

MODA
TRANSPORTASI

LAINNYA

MODA
TRANSPORTASI

LAUT

MODA TRANSPORTASI 
LAINNYA

Ambang
(Sili)

Deformasi lokal pada 
ambang (sili) lebih dari 
100 mm ,
atau retakan / robekan 
dengan panjang lebih 
dari 100 mm

Deformasi lokal 
pada ambang 
(sili) lebih dari 
60 mm atau 
retakan/ 
robekan 
dengan panjang 
lebih dari 10 
mm

Peti Kemas tidak 
boleh ditumpuk 

dengan peti kemas 
lain

Tidak ada 
pembatasan

Peti Kemas tidak 
boleh ditumpuk 

dengan peti 
kemas lain

Tidak ada pembatasan

Tiang sisi 
(Corner 
posts)

Deformasi lokal pada 
tiang lebih dari 50 mm 
atau retakan/ robekan 
dengan panjang lebih 
dari 50 mm

Deformasi lokal 
pada tiang 
lebih dari 30 
mm atau 
retakan/robeka

Peti Kemas tidak 
boleh ditumpuk 
dengan peti kemas 
lain

Tidak ada 
pembatasan

Peti Kemas tidak 
boleh ditumpuk

Peti kemas

Tidak ada pembatasan 

Peti Kemas harus
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(I) (II) (HI) (IV) (V)_________________(VI)_______ ___________ (VII)___________

KOMPONEN
SENSITIF

PADA
STRUKTUR

PETI
KEMAS

KERUSAKAN SERIUS 
YANG DISYARATKAN 

UNTUK SEGERA TIDAK 
DIGUNAKAN (LIHAT 

SECTION 10.5)

KERUSAKAN 
YANG HARUS 

DIINFORMASIK 
AN KEPADA 

PEMILIK 
UNTUK 

PEMBATASAN 
PENGGUNAAN 
n dengan 
panjang 
berapapun dari 
pemisahan 
komponen yang 
dilas dengan 
panjang 50 mm 
atau kurang

PEMBATASAN DITERAPKAN JIKA TERJADI KERUSAKAN MENURUT KOLOM (III)

PETI KEMAS KOSONG PETI KEMAS BERMUATAN

MODA
TRAN SPORTASI 

LAUT

MODA
TRAN SPO RTASI 

LAINNYA

MODA
TRANSPORTASI

LAUT

MODA TRANSPORTASI 
LAINNYA

Pas
kelengkapa 

n Sudut

(Corner and 
intermedia! 
e fittings)

Peti kemas tidak 
boleh diangkut 
diatas kapal apabila 
terdapat kerusakan 
pada sudut pas 
(corner fitting)

Peti Kemas harus 
diangkat dan 
dipindahkan secara 
hati-hati

tidak dapat 
diangkut 
diatas kapal

diangkat dan 
dipindahkan secara 
hati-hati

Hilangnya sudut pas 
(corner fitting) segala 
bentuk retakan atau 
robekan, deformasi 
pada sudut pas (corner 
fitting) yang membuat 
penguncian sudut 
tidak dapat dilakukan 
secara penuh saat 
dilakukan

Pengurangan 
ketebalan pelat 
atap kurang 
dari 25 mm

Peti Kemas harus 
diangkat dan 
dipindahkan secara 
hati-hati

Peti Kemas tidak 
boleh ditumpuk saat 
twistlocks 
digunakan.

Peti Kemas harus 
diangkat dan 
dipindahkan secara 
hati-hati

Peti Kemas 
tidak boleh 
diangkat pada 
bagian atas 
sudut pas 
(corner fitting).

Peti Kemas harus 
diangkat dan 
dipindahkan secara 
hati-hati
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(I) (II) (HI) (IV) (V)_________________(vi)_______ ___________ (VII)___________

KOMPONEN
SENSITIF

PADA
STRUKTUR

PETI
KEMAS

KERUSAKAN SERIUS 
YANG DISYARATKAN 

UNTUK SEGERA TIDAK 
DIGUNAKAN (LIHAT 

SECTION 10.5)

KERUSAKAN 
YANG HARUS 

DIINFORMASIK 
AN KEPADA 

PEMILIK 
UNTUK 

PEMBATASAN 
PENGGUNAAN

PEMBATASAN DITERAPKAN JIKA TERJADI KERUSAKAN MENURUT KOLOM (III)

PETI KEMAS KOSONG PETI KEMAS BERMUATAN

MODA
TRANSPORTASI

LAUT

MODA
TRANSPORTASI

LAINNYA

MODA
TRANSPORTASI

LAUT

MODA TRANSPORTASI 
LAINNYA

pengencangan dan 
pengankatan (lihat 
catatan 3) atau 
Pemisahan komponen 
yang dilas dengan 
panjang lebih dari 
50 mm

Pengurangan 
ketebalan pelat 
atap kurang 
dari 26 mm

Peti Kemas tidak 
boleh ditumpuk saat 

menggunakan 
twistlocks otomatis 

seluruhnya.

Peti Kemas harus 
diangkat dan 
dipindahkan secara 
hati-hati

Peti Kemas
tidak boleh
digunakan
dengan
penguncian
(twistlocks)
otomatis
seluruhnya.

Peti Kemas harus 
diangkat dan 
dipindahkan secara 
hati-hati

Note 3
Pengencangan penuh dari peralatan angkat terhalangi jika terdapat deformasi melebihi 5 mm dari bidang aslinya, beberapa lebar 
bukaan yang lebih besar dari 66 mm, beberapa lpanjang bukaan yang lebih besar dari 127 mm atau pengurangan ketebalan pelat 
yang meliputi bukaan atas 
sehingga tebalnya kurang dari 23 mm.

Struktur 
Penopang 
Bawah 
(Understru 
dure)

Dua atau lebih penegar 
melintang alas (cross 
member) yang 
berdekatan hilang atau 
terlepas dari rangka 
alas (bottoni rail).
20% atau lebih dari

Satu atau dua 
penegar
melintang alas 
(cross member) 
hilang atau 
terlepas 
(lihat catatan 

4)

Tidak ada 
pembatasan

Tidak ada 
pembatasan

Tidak ada 
pembatasan

Tidak ada pembatasan
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(I) (II) (HI) (iv)___________________ (Y)_________________(vi)___________________(vii)___________

KOMPONEN
SENSITIF

PADA
STRUKTUR

PETI
KEMAS

KERUSAKAN SERIUS 
YANG DISYARATKAN 

UNTUK SEGERA TIDAK 
DIGUNAKAN (LIHAT 

SECTION 10.5)

KERUSAKAN 
YANG HARUS 

DIINFORMASIK 
AN KEPADA 

PEMILIK 
UNTUK 

PEMBATASAN 
PENGGUNAAN

PEMBATASAN DITERAPKAN JIKA TERJADI KERUSAKAN MENURUT KOLOM (III)

PETI KEMAS KOSONG PETI KEMAS BERMUATAN

MODA
TRANSPORTASI

LAUT

MODA
TRANSPORTASI

LAINNYA

MODA
TRANSPORTASI

LAUT

MODA TRANSPORTASI 
LAINNYA

total keseluruhan 
penegar melintang alas 
(cross member) hilang 
atau terlepas (lihat 
catatan 4)

Lebih dari 
penegar
melintang alas 
(cross member) 
hilang atau 
terlepas 
(lihat catatan 4 

86 5)

Tidak ada 
pembatasan

Tidak ada 
pembatasan

Muatan 
maksimum 

harus dibatasi 
hingga 
0,5 x P

Muatan maksimum 
harus dibatasi hingga 

0,5 x P

Note 4
Jika pengangkutan pengangkutan internasional diizinkan, maka lebih penegar melintang alas (cross rr 
boleh jatuh bebas.
Note 5
Pembuangan muatan harus hati-hati dana man karena kemampuan forklift bagian struktur bawah mun

ìember) yang terlepas tidak 

gkin terbatas.
Batang

Pengunci
(Locking

rods)

Satu atau lebih batang 
pengunci pintu 
(Locking rods) dalam 
tidak berfungsi 
(lihat Catatan 6)

Satu atau lebih 
batang
pengunci pintu 
(Locking rods) 
luar tidak 
berfungsi 
(lihat Catatan 6)

Peti Kemas tidak 
boleh ditumpuk 
dengan peti kemas 
lain

Tidak ada 
pembatasan

Peti Kemas 
tidak boleh 
ditumpuk 
dengan peti 
kemas lain. 
Muatan harus 
diamankan dari 
rangka peti 
kemas dan

Muatan harus 
diamankan dari rangka 
peti kemas dan pintu 
tidak boleh digunakan 
saat menerima gaya 
akselerasi, jika tidak 
maka muatan 
maksimum harus 
dibatasi hingga 0,5 x P
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(I) (II) (HI) (IV)___________________ (V) (vi) ___________ (vii)___________

KOMPONEN
SENSITIF

PADA
STRUKTUR

PETI
KEMAS

KERUSAKAN SERIUS 
YANG DISYARATKAN 

UNTUK SEGERA TIDAK 
DIGUNAKAN (LIHAT 

SECTION 10.5)

KERUSAKAN 
YANG HARUS 

DIINFORMASIK 
AN KEPADA 

PEMILIK 
UNTUK 

PEMBATASAN 
PENGGUNAAN

PEMBATASAN DITERAPKAN JIKA TERJADI KERUSAKAN MENURUT KOLOM (III)

PETI KEMAS KOSONG PETI KEMAS BERMUATAN

MODA
TRANSPORTASI

LAUT

MODA
TRANSPORTASI

LAINNYA

MODA
TRANSPORTASI

LAUT

MODA TRANSPORTASI 
LAINNYA

*

pintu tidak 
boleh
digunakan saat 
menerima gaya 
akselerasi, jika 
tidak maka 
muatan 
maksimum 
harus dibatasi 
hingga 0,5 x P

Catatan 6
Beberapa Peti kemas dirancang dan disetujui untuk di operasikan dengan satu pintu terbuka atau dilepas
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LANGKAH PENANGANAN KERUSAKAN PETI KEMAS

T id a k  ada  t in d akan  
yan g  d isa ran kan

P e ti k em a s  tid ak  d ap a t 
d ig u n a ka n  s e b a g a i a la t angku t 

d an  hanya  d iij in kan  
d ip in d a h kan  ke d ep o  peti 
k e m a s  un tuk  d ila ku ka n  

p e rb a ik a n 2

D ap a t d ipe rtim t 
d ib e r ikan  ijin

la n g k a n  untuk 
se lan ju tn ya

P e n g o p e ra s ia n  peti k e m a s  h a ru s  
d ih en tikan  d an  d is a n k a n  kepada  

______________ pem ilik ._______________

C a ta tan :
Kontak kepada pem ilik  dapat d ilakukan  m e la lu i pe ru sahaan  ! o rg an isa s i ten ipa t terakh ir peti 
kem as berada pada saa t itu.
D im ungk iankan  depo  luar negeri. U ha t pa ragra f 10.5.
Peti kem as tidak perlu d iangkat apab ila  peti kem as te rsebu t dapat m encapa i tu juannya tanpa 
d ip indahkan  dari a la t transportas i saa t ini.
P e tugas  kontrol yang berw enang  dapat m eng iz in kan  perp indahan se lan ju tnya  se te lah  
konfirm asi dari pem ilik  bahvva peti k em as  akan  d itangan i sedem ik ian  rupa seh in gg a  res iko  
keece la kaan  d im in im a lkan  dan  bahw a peti kem as akan  d ipe rba ik i se te lah  d ibongka r M e n gacu  
pada paragraf 10,5.
Peti kem as yang  m em ilik i ke ru sakan  pad a  bag ian  penegar struktur bag ian baw ah. rangka 
baw ah atau fitting sudut tidak bo leh  d iangkat
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GAM BAR 1. ROM PONEN SENSITIF PADA STRUKTUR PETI KEMAS

GAMBAR 2. KOMPONEN SENSITIF PADA STRUKTUR PETI KEMAS

CROSSMEMBERS

FRONT SUL

FRONT CORNER FITTINGS
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GAMBAR 3. KOMPONEN SENSITIF PADA STRUKTUR PETI KEMAS

CORNER FITTINGS

FRONT HEADER

FRONT CORNER 
POSTS

FRONT SILL 

CORNER FITTINGS
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GAMBAR 4. KOM PONEN SENSITIF PADA STRUKTUR PETI KEMAS

CORNER FITTING

VESSEL/ SHELL

CORNER FITTING

REAR CORNER 
POST

FRONT CORNER 
POST

SIDE DIAGONAL BRACEt

CORNER FITTING

REAR HEADER

REAR SILL

T Treat as corner post

MENTERI PERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA,

t t d .

BUDI KARYA SUMADI


